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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis variabel 

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, 

Akuntabiltas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. Analisis penelitian pada sampel 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dan menggunakan data primer. Pada penelitian ini menggunakan 

Teknik pengambilan sampel yaitu acciedental sampling. Sampel yang digunakan 

pada penelitain ini berjumlah 100 sampel. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa tiga variabel 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu 

Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. 

sedangkan variable Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kewajiban Moral tidak 

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran   

Wajib Pajak, Akuntabiltas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral 
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ABSTRACT 

 

This study aims to test and analyze the variables of Understanding Tax 

Regulations, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Public Service Accountability 

and Moral Obligation Towards Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Semarang 

City. Research analysis on Motor Vehicle Taxpayer samples. This study uses 

quantitative research type and uses primary data. In this study using the sampling 

technique, namely accidental sampling. The sample used in this study amounted 

to 100 samples. The analysis tool used is multiple linear regression analysis. The 

results of the study show that three variables have a significant positive effect on 

taxpayer compliance, namely Tax Sanctions, Taxpayer Awareness and Public 

Service Accountability. while the variables Understanding Tax Regulations and 

Moral Obligation have no effect on taxpayer compliance. 

 

Keywords: Understanding Tax Regulations, Tax Sanctions, Taxpayer 

Awareness, Public Service Accountability and Moral Obligations 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Salah satu hal yang m lelndukung pelrelkonom lian adalah pelrpajakan dan ada 

seljak dulu hingga selkarang, delngan adanya pajak atau yang lelbih dikelnal delngan 

kelwajiban yang diatur nelgara dalam l undang-undang m lelm liliki sifat m lelm laksa dan 

dipelruntukan untuk orang atau badan usaha. Karelna ke lm lam lpuan pajak 

pelm lelrintah untuk m lelngarah pada pelm lbangunan nasional yang lelbih tinggi, pajak 

m lelm lainkan pelran yang sangat pelnting dalam l pelnelrim laan nelgara. De lngan m laksud 

m lelm lajukan kelseljahtelraan dan kelm lakm luran rakyat, pajak digunakan untuk 

pelm lbangunan nasional. Pajak m lelrupakan salah satu sum lbelr dana dan sum lbelr 

pelnelrim laan yang pelnting bagi pelm lbangunan Nelgara. Pajak adalah kontribusi 

wajib kelpada nelgara yang telrutang olelh orang pribadi atau badan yang belrsifat 

m lelm laksa belrdasarkan Undang – Undang, delngan tidak m lelndapatkan im lbalan 

selcara langsung dan digunakan untuk kelpelrluan nelgara bagi selbelsar–belsarnya 

kelm lakm luran rakyat. Pelm lbayaran pajak m le lrupakan pelrwujudan dari kelwajiban 

kelnelgaraan dan pelran selrta Wajib Pajak untuk selcara langsung dan belrsam la-sam la 

m lellaksanakan kelwajiban pelrpajakan untuk pe lm lbiayaan Nelgara dan pelm lbangunan 

nasional.  

Telrbukti delngan adanya pelrkelm lbangan kelm lajuan pelm lbangunan diselgala 

bidang, pelm lelrintah m lelm lbutuhkan biaya yang tak seldikit jum llahnya untuk 

m lelningkatkan pelm lbangunan telrselbut (Anggraini, 2012). Seliring delngan 

pelningkatan kelbutuhan pelm lbangunan itu selndiri, dana yang dibutuhkan juga 
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selm lakin m lelningkat (Chritina & Kelpram larelni, 2012). Belrdasarkan azas 

pelm lelrataan diselm lua wilayah, belrbagai upaya tellah dilakukan bangsa kita untuk 

m lelngeljar keltelrtinggalan. Salah satu sumlbelr dana pelm lelrintah adalah pe lnelrim laan 

dari selktor pajak. Pelnyellelnggaraan pelm lelrintahan, pellayanan um lum l dan 

pelm lbangunan nasional banyak didanai dari se lktor pajak. Ham lpir selluruh wilayah 

di Indonelsia m lelnggali potelnsi pelndapatan daelrahnya m le llalui pajak daelrah 

(Anggraini, 2012). Olelh selbab itu pelm lelrintah daelrah harus belrusaha kelras 

m lelningkatkan sum lbelr potelnsi pelndapatan daelrahnya. 

Dalam l undang-undang dijellaskan bahwa pelnyellelnggaraan pelm lelrintahan 

daelrah diarahkan untuk m lelm lpelrcelpat telrwujudnya kelse ljahtelraan m lasyarakat 

m lellalui pelningkatan pellayanan, pelm lbelrdayaan, dan pelran selrta m lasyarakat, selrta 

pelningkatan daya saing daelrah delngan m lelm lpelrhatikan prinsip delm lokrasi, 

pelm lelrataan, keladilan, dan kelkhasan suatu daelrah dalam l sistelm l Nelgara Kelsatuan 

Relpublik Indonelsia untuk m lelngurangi keltelragantungan telrhadap pe lm lelrintah pusat 

dan m lelningkatkan kelm landirian daelrah. Pelningkatan kelm landirian daelrah sangat 

elrat kaitannya delngan kelm lam lpuan daelrah dalam l m lelnge llola Pelndapatan Asli 

Daelrah (PAD). Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) yaitu sum lbelr-sum lbelr keluangan 

daelrah yang digali dari wilayah daelrah yang telrdiri dari hasil pajak daelrah, 

reltribusi daelrah, pelngellolaan kelkayaan daelrah yang dipisahkan dan pelndapatan 

lain-lain asli daelrah yang sah (Arviana & Sadjiarto, 2014). 

Kelpatuhan wajib pajak dalam l m lellaksanakan kelwajiban pe lrpajakannya 

m lelnjadi pelrsoalan yang sangat pelnting di Indonelsia kare lna wajib pajak yang tidak 

patuh dalam l m le lm lelnuhi kelwajiban pelrpajakannya akan belrdam lpak nelgatif 
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telrhadap Nelgara yaitu belrkurangnya pelnelrim laan kas Nelgara (Ariyanto dkk, 

2020). Pelm laham lan akan arti dan m lanfaat pajak dapat m lelningkatkan kelsadaran 

dari wajib pajak (Ariyanto dkk, 2020). Tanpa adanya pelngeltahuan telntang pajak 

dan m lanfaatnya tidak m lungkin orang selcara ikhlas m lelm lbayar pajak (Ariyanto 

dkk., 2020). Telrdapat belbelrapa faktor yang m lelm lpelngaruhi kelpatuhan wajib 

pajak, yaitu pelm laham lan pelraturan pelrpajakan, sanksi pajak, kelsadaran wajib 

pajak, akuntabilitas pellayanan publik dan kelwajiban m loral.  

Faktor pelrtam la yang m lelm lpelngaruhi kelpatuhan wajib pajak kelndaraan 

belrm lotor yaitu pelm laham lan pelraturan pelrpajakan. Pelm laham lan pelraturan 

pelrpajakan adalah suatu kondisi wajib pajak paham l telrhadap pelraturan pelrpajakan 

hingga m lelnelrapkannya untuk mlelm lelnuhi kelwajiban pelrpajakan. Pelm laham lan yang 

cukup telrhadap pelraturan yang disusun olelh pelm lelrintah telrkait delngan usaha 

pelm lelrintah untuk m lelningkatkan kelpatuhan dan keltaatan wajib pajak mlelnjadi 

krusial karelna m lasih banyak wajib pajak yang m lellakukan tindakan pelnghindaran 

pajak (Le lstari & Krelsnandra, 2023). Selm lakin tinggi pelm laham lan pelraturan 

pelrpajakan m lelngelnai pajak m laka akan belrpe lngaruh belsar telrhadap kelpatuhan 

wajib pajak dalam l m lelm lbayar pajak kelndaraan belrm lotor. Belrdasarkan pelnellitian 

yang dilakukan olelh (Lelstari & Krelsnandra, 2023) dan (Ruky dkk, 2018) 

m lelnyatakan bahwa pelm laham lan pelraturan pelrpajakan be lrpelngaruh telrhadap 

kelpatuhan wajib pajak kelndaraan belrm lotor seldangkan m lelnurut (MLelutia dkk, 

2021) m lelnyatakan bahwa pelm laham lan pelraturan pelrpajakan tidak belrpelngaruh 

telrhadap kelpatuhan wajib pajak kelndaraan belrm lotor. 
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Sellain pelm laham lan pelraturan pelrpajakan yang m lelm lpelngaruhi kelpatuhan wajib 

pajak kelndaraan belrm lotor adalah sanksi pajak. Sanksi pajak m lelm liliki pelran 

pelnting guna m lelm lbelrikan pellajaran bagi pe llanggar pajak agar tidak m lelrelm lelhkan 

pelraturan pelrpajakan. Peltugas kelpolisian tidak telgas untuk m lelnindak langsung 

para wajib pajak yang tidak m lelm lbayar pajak tahunan kelndaraan belrm lotor. 

Banyak wajib pajak yang m lelm lbayar lim la (5) tahun selkaligus atau tidak sam la 

selkali. Karelna tidak dibarelngi delngan sanksi pelrpajakan m lelnyelbabkan 

m lasyarakat m lelnganggap relm lelh kelwajibannya (Budiartha & Susilawati, 2013). 

Selm lakin tinggi sanksi pelrpajakan m lelngelnai pajak m laka akan belrpelngaruh belsar 

telrhadap kelpatuhan wajib pajak dalam l m lelm lbayar pajak ke lndaraan belrm lotor. 

Belrdasarkan pelnellitian yang dilakukan olelh (Budiartha & Susilawati, 2013) 

m lelnyatakan bahwa Sanksi pajak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak 

kelndaraan belrm lotor seldangkan m lelnurut (Karlina & ELthika, 2021) m lelnyatakan 

bahwa sanksi pajak tidak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak kelndaraan 

belrm lotor. 

Kelsadaran wajib pajak juga m lelm lpelngaruhi kelpatuhan wajib pajak kelndaraan 

belrm lotor. Ke lsadaran wajib pajak dapat dilihat dari kelsungguhan dan kelinginan 

wajib pajak untuk m le lm lelnuhi kelwajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam l 

pelm laham lan wajib pajak telrhadap fungsi pajak dan kelsungguhan wajib pajak 

dalam l m lelm lbayar pajak. Selm lakin tinggi tingkat kelsadaran Wajib Pajak, m laka 

pelm laham lan dan pellaksanaan kelwajiban pelrpajakan selm lakin baik selhingga dapat 

m lelningkatkan kelpatuhan (Widiastini & Supadm li, 2020). Selm lakin tinggi 

kelsadaran wajib pajak m lelngelnai pajak m laka akan belrpelngaruh belsar telrhadap 
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kelpatuhan wajib pajak dalam l m lelm lbayar pajak kelndaraan belrm lotor. Belrdasarkan 

pelnellitian yang dilakukan olelh (Ruky dkk, 2018) m lelnyatakan bahwa ke lsadaran 

wajib pajak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak kelndaraan belrm lotor 

seldangkan m lelnurut (Widia & Yasa, 2021)m lelnyatakan bahwa kelsadaran wajib 

pajak tidak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak kelndaraan belrm lotor. 

Akuntabilitas pellayanan publik juga mlelm lpelngaruhi kelpatuhan wajib pajak 

kelndaraan belrm lotor. Akuntabilitas pellayanan publik m lelrupakan paradigm la baru 

dalam l m lelnjawab pelrbeldaan pelrselpsi pe llayanan yang diinginkan olelh m lasyarakat 

delngan pellayanan yang dibelrikan olelh pelm lelrintah daelrah. Kualitas pellayanan 

yang dibelrikan olelh pihak pelnyeldia layanan juga dapat m lelningkatkan kelpatuhan 

wajib pajak dalam l m lelm lelnuhi kelwajibannya (Ruky dkk, 2018). Selm lakin tinggi 

Akuntabilitas pellayanan publik m lelngelnai pajak m laka akan belrpelngaruh belsar 

telrhadap kelpatuhan wajib pajak dalam l m lelm lbayar pajak ke lndaraan belrm lotor.  

Belrdasarkan pelne llitian yang dilakukan olelh (Ruky dkk, 2018) mlelnyatakan bahwa 

akuntabilitas pellayanan publik belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak 

kelndaraan belrm lotor seldangkan m lelnurut (Sirelgar, 2017) m lelnyatakan bahwa 

akuntabilitas pellayanan publik tidak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak 

kelndaraan belrm lotor. 

Kelwajiban m loral juga m lelm lpelngaruhi kelpatuhan wajib pajak kelndaraan 

belrm lotor. Kelwajiban m loral m lelrupakan akibat dari diri kita selndiri yang belrupa 

pelrasaan seltiap orang dan bukan m lelrupakan paksaan dari pihak luar. Kelwajiban 

m loral wajib pajak m lelrupakan bagian dari tanggung jawabnya telrhadap 

pelm lbiayaan daelrah delngan sellalu m lelm lbayar pajak. Apabila wajib pajak 
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m lelm lpunyai rasa tanggung jawab m laka wajib pajak akan patuh telrhadap 

kelwajiban pe lrpajakannya. Selm lakin tinggi Kelwajiban m loral m lelnge lnai pajak m laka 

akan belrpelngaruh be lsar telrhadap ke lpatuhan wajib pajak dalam l m lelm lbayar pajak 

kelndaraan belrm lotor. Belrdasarkan pelnellitian yang dilakukan olelh (Ruky dkk, 

2018) m lelnyatakan bahwa kelwajiban m loral belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib 

pajak kelndaraan belrm lotor seldangkan m lelnurut  (Juliantari dkk, 2021) m lelnyatakan 

bahwa kelwajiban m loral tidak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak 

kelndaraan belrm lotor. 

Sistelml Adm linistrasi MLanunggal Satu Atap (SAMLSAT) Kota Selm larang 

m lelnangani m lasalah pelm lbayaran pajak kelndaraan belrm lotor (PKB) dan pajak 

kelpelm lilikan kelndaraan belrm lotor (BBNKB). Di Jl. Brigjeln Sudiarto No. 428, 

Palelbon, Kelc. Peldurungan, Kota Selm larang, Jawa Telngah 50246 adalah telm lpat 

dim lana anda dapat m lelnelm lukan SAMLSAT Selm larang I. Kantor SAMLSAT 

Selm larang I dibutuhkan bagi warga kota Selm larang, khususnya yang belrada di 

wilayah kelcam latan Peldurungan dan selkitarnya, guna m lelm lbelrikan pellayanan dan 

kelm ludahan pelm lbayaran pajak PKB dan BBNKB. Hal ini agar warga Kota 

Selm larang, khususnya yang belrada di kawasan Peldurungan dan se lkitarnya, 

m lelm lelnuhi kelwajiban hukum lnya untuk mlelm lbayar pajak PKB dan BBNKB dalaml 

jual belli kelndaraan, baik kelndaraan baru m laupun belkas (belkas). MLasyarakat 

m lelm liliki jumllah kelndaraan belrm lotor m lelningkat, dan seliring belrtam lbahnya 

jum llah kelndaraan belrm lotor pelr tahun, delm likian pula jum llah pajak kelndaraan 

belrm lotor. Jum llah wajib pajak yang telrdaftar di SAMLSAT Selm larang I dari tahun 

2019 hingga tahun 2023 m lelnunjukkan bahwa selcara konsisteln telrdapat lelbih 
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banyak wajib pajak, kelcuali pada tahun 2019 kel tahun 2020 jumllah kelndaraan 

belrm lotor m lelngalam li pelnurunan karelna te lrdam lpak olelh felnom lelna virus Covid-19. 

 

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023 

Pada Samsat Semarang 1 

Tahun Jum llah Unit Kelndaraan Belrm lotor  

2019 308.914 

2020 307.480 

2021 372.096 

2022 383.792 

2023 397.628 

 

Pelm lelrintah dae lrah dipelrkirakan akan diuntungkan karelna m lelningkatnya 

kelm lam lpuan konsum leln untuk m lelm lbelli kelndaraan belrm lotor. Karelna delngan 

belrtam lbahnya jum llah pelm lilik kelndaraan be lrm lotor, m laka pelndapatan yang 

dipelrolelh pelm lelrintah daelrah juga akan m lelningkat. MLelskipun jumllah wajib pajak 

antara tahun 2019 dan 2023 lelbih banyak yang yang m lelm liliki tunggakan pajak 

kelndaraan belrm lotor pada m lasa jatuh telm lpo.  

MLelnurut inform lasi yang didapat dari Kantor SAMLSAT Selm larang I, telrdapat 

Rp 25 MLiliar lelbih tunggakan pajak kelndaraan belrm lotor yang telrutang selharusnya 

m lasuk kel dalam l nelgelri olelh 67.536 wajib pajak pelr akhir tahun 2023 
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Tabel 1. 5 

Data Penunggak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT 

Semarang I Tahun 2019-2023 

Tahun Jum llah Wajib Pajak 

Pelnunggak  

Jum llah Tunggakan 

2019 8.830 15.508.708.500,00 

2020 29.803 27.504.847.000,00 

2021 35.020 25.171.783.500,00 

2022 50.768 23.143.868.500,00 

2023 67.536 25.616.876.500,00 

 

Tabel 1. 6 

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Semarang I 

Tahun 2019-2023 

Tahun Targelt Relalisasi Keltelrangan 

2019 271.905.300.000 261.536.238.625 96% 

2020 280.860.000.000 263.802.119.150 94% 
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2021 299.850.000.000 248.153.154.500 83% 

2022 316.109.324.000 283.004.502.700 90% 

2023 334.276.832.000 316.325.201.805 95% 

 

 Pada tabell diatas data tahun 2019-2023 m lelnunjukkan adanya pelnurunan 

kelpatuhan Wajib Pajak dalam l m lellaksanakan kelwajiban m lelm lbayar pajak 

kelndaraan be lrm lotor di kantor SAMLSAT Kota Selm larang. Kelpatuhan m lelngacu 

pada apa yang m lelndorong orang, kellom lpok, atau organisasi untuk m lelngikuti atau 

m lelngabaikan aturan yang diteltapkan. Pelraturan yang mlelngatur pelrpajakan 

dikelnal selbagai undang-undang pelrpajakan. Olelh karelna itu, kelpatuhan wajib 

pajak telrhadap undang-undang atau pelraturan pelrpajakan yang belrlaku dapat 

belrdam lpak pada hal telrselbut. Kelpatuhan wajib pajak m lelrupakan kom lponeln 

pelnting dalam l pelm lungutan pajak karelna keltika pajak yang dipungut nelgara tidak 

selsuai delngan relalisasinya, m laka ke lm lajuan bangsa m lelnjadi telrbatas. 

Pelnellitian ini m lelngacu pada pe lnellitian (Ruky dkk, 2018). Pelrbeldaan 

pelnellitian ini delngan pelnellitian selbellum lnya yaitu; Satu, adanya tam lbahan Sanksi 

Pajak selbagai variabell Indelpelndeln. Sanksi Pajak adalah Jam linan bahwa keltelntuan 

pelrundang-undangan pelrpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Adanya sanksi 

ini wajar jika warga nelgara akan m lelnjalankan kom litmlelnnya dan lelbih taat dalam l 

m lelnjalankan peldom lan yang ada. Selhingga m lasalah dalam l pelnellitian ini akan 

telrsellelsaikan.  Dua, pelnellitian selbellum lnya m lelnggunakan obje lk pelnellitian pada 

SAMLSAT Jam lbi, seldangkan pelnellitian ini mlelnggunakan objelk pelnellitian pada 

SAMLSAT Selm larang I yaitu dikarelnakan telrjadi kelnaikan pelnunggakan wajib 
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pajak kelndaraan belrm lotor ditahun 2019-2023 (Sum lbelr: Sam lsat Selmlarang Timlur 

I). 

 Selhubungan delngan kontelks telrselbut di atas, pelnulis m lelngangkat 

pelnellitian delngan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi 

Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan 

Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Di Kota Semarang” 

1.2 Rumusan Masalah  

Belrdasarkan latar bellakang yang tellah dikelm lukakan, m laka pokok 

pelrm lasalahan yang dirum luskan pada pelnellitian ini yaitu, selbagai belrikut: 

1. Apakah Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan be lrpelngaruh telrhadap Ke lpatuhan 

Wajib Pajak kelndaraan belrm lotor? 

2. Apakah Sanksi Pajak belrpelngaruh telrhadap Kelpatuhan Wajib Pajak 

kelndaraan belrm lotor? 

3. Apakah Kelsadaran Wajib Pajak belrpelngaruh telrhadap Kelpatuhan Wajib 

Pajak kelndaraan belrm lotor? 

4. Apakah Akuntabilitas Pellayanan Publik belrpelngaruh telrhadap Kelpatuhan 

Wajib Pajak kelndaraan belrm lotor? 

5. Apakah Ke lwajiban MLoral belrpelngaruh telrhadap Kelpatuhan Wajib Pajak 

kelndaraan belrm lotor? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Belrdasarkan pe lrm lasalahan yang tellah dirum luskan selbellum lnya,m laka tujuan 

yang ingin dicapai dalam l pelnellitian ini adalah: 

1. Untuk mlelnguji dan m lelnganalisis pelngaruh Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan 

telrhadap Kelpatuhan Wajib Pajak kelndaraan belrm lotor. 

2. Untuk m lelnguji dan m lelnganalisis pelngaruh Sanksi Pajak telrhadap Kelpatuhan 

Wajib Pajak kelndaraan belrm lotor. 

3. Untuk m lelnguji dan mlelnganalisis pelngaruh Kelsadaran Wajib Pajak telrhadap 

Kelpatuhan Wajib Pajak kelndaraan belrm lotor. 

4. Untuk m lelnguji dan m lelnganalisis pelngaruh Akuntabilitas Pellayanan Publik 

telrhadap Kelpatuhan Wajib Pajak kelndaraan belrm lotor. 

5. Untuk m lelnguji dan m lelnganalisis pelngaruh Kelwajiban M Loral telrhadap 

Kelpatuhan Wajib Pajak kelndaraan belrm lotor. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1) MLanfaat Teloritis 

M Lanfaat dalam l pelnellitian ini diharapkan dapat m lelm lbelrikan eldukasi 

dan m lasukan bagi pelrkelm lbangan ilm lu pelngeltahuan, telrkhusus dalam l 

bidang pelrpajakan m lelngelnai kelpatuhan wajib pajak. Selm loga pelnellitian ini 

dapat digunakan selbagai peldom lan dan relfelrelnsi untuk pelnellitian 

belrikutnya. 

2) MLanfaat Praktis  

a. Bagi Instansi  
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Diharapkan dapat m lelm lbelrikan pelnilaian dan m lasukan yang 

belrm lanfaat bagi Dinas Sam lsat Selm larang I dalam l upaya pelm laham lan 

pelraturan pelrpajakan, sanksi pajak, kelsadaran wajib pajak,akuntabilitas 

pellayanan publik, dan kelwajiban m loral agar m lasyarakat patuh 

m lelm lbayar pajak. 

b. Bagi Pelnelliti 

Dapat m lelnam lbah pelngeltahuan, wawasan, dan pelm laham lan 

dalam l m lelm lelnuhi kelwajiban pelrpajakan selbagai wajib pajak, untuk 

m lelngeltahui pe lran pajak bagi dae lrah, dan selbagai pellajaran bagi 

pelnelliti selndiri bahwa m lelm lbayar pajak itu sangat pelnting. 

c. Bagi MLasyarakat 

Diharapkan pelm laham lan pelnulis dapat m lelm lbantu m lasyarakat 

untuk mlelndapatkan pelngeltahuan yang lelbih dalam l telntang nilai 

pelrpajakan selbagai inisiatif nasional untuk kelseljahtelraan m lasyarakat.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori  Atribusi 

Telori atribusi pelrtam la kali dikelm lukakan olelh Helidelr (1958). MLellalui 

tulisannya yang belrjudul “Nativel Thelory of Action” yang m lelrupakan kelrangka 

konselptual yang digunakan untuk m lelnafsirkan, m lelnjellaskan, dan m lelm lpreldiksi 

pelrilaku selselorang, Helidelr m lelnjellaskan bahwa telori atribusi adalah upaya 

selselorang untuk m lelnyim lpulkan pelnyelbab orang m lellakukan apa yang m lelrelka 

lakukan. Telori atribusi m lelnjellaskan bahwa individu akan m lelm lpelrhatikan pelrilaku 

individu lainnya dan kelm ludian belrusaha m lelneltapkan pelrilaku telrselbut m luncul 

selcara intelrnal atau selcara elkstelrnal. Pelrilaku intelrnal adalah pelrilaku individu 

yang belrada di bawah kelndalinya, seldangkan pelrilaku elkstelrnal adalah pelrilaku 

individu yang mluncul karelna adanya pelngaruh dari luar diri individu. Pelrilaku 

elkstelrnal dari wajib pajak dipelngaruhi olelh pelrilaku orang-orang di selkitarnya, 

baik dari kelluarga m laupun teltangga atau delngan siapa individu telrselbut selring 

belrintelraksi. Individu lelbih yakin untuk mlellaporkan dan m lelm lbayar pajaknya 

keltika individu telrselbut yakin bahwa individu lain juga m lellaporkan dan 

m lelm lbayar pajaknya (Thul elt al., 2017). 

MLelnurut Robbins, SP, & Hakim l, (2015) pelnyelbab pelrilaku se lselorang dikelnal 

delngan atribusi disposisional (faktor intelrnal) dan atribusi situasional (faktor 

elkstelrnal). Atribusi disposisional didasarkan pada selsuatu yang ada dalam l diri 

selselorang selpelrti ciri-ciri pribadi, pelrselpsi diri, dan kelm lam lpuan m lotivasi. 
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Selm lelntara itu, Atribusi situasional didasarkan pada lingkungan yang 

m lelm lpelngaruhi pelrilaku, selpelrti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan 

m lasyarakat. Untuk m lelnelntukan pelrilaku selselorang diselbabkan olelh faktor 

elkstelrnal atau intelrnal, (Robbins, SP, & Hakim l, 2015) m lelngungkapkan tiga faktor 

belrikut: 

1. Kelkhususan: MLelngacu pada bagaim lana se lselorang m lelnunjukkan pelrilaku, 

yaitu apakah selse lorang m lelnunjukkan pelrilaku yang belrbelda dalam l situasi 

yang belrbelda. Apabila pelrilaku telrselbut dianggap wajar, m laka pelrilaku 

telrselbut diselbabkan olelh faktor intelrnal. Selbaliknya jika pelrilaku telrselbut 

dianggap tidak biasa m laka pelrilaku telrselbut diselbabkan ole lh faktor 

elkstelrnal. 

2. Konselnsus: MLelngacu pada apakah selselorang keltika dihadapkan pada 

situasi selrupa akan m lelm lbelrikan relspons yang sam la. Jika konselnsusnya 

relndah m laka pelrilaku telrselbut diselbabkan ole lh faktor intelrnal, dan 

selbaliknya jika konselnsusnya tinggi m laka pelrilaku telrselbut diselbabkan 

olelh faktor e lkstelrnal 

3. Konsistelnsi : MLelrujuk pada kelsam laan relspon selselorang, yaitu apakah 

selselorang sellalu m lelm lbelrikan relspon yang sam la nam lun dalam l waktu yang 

belrbelda. Pelrilaku selse lorang dipelngaruhi olelh faktor intelrnal apabila orang 

telrselbut sellalu konsisteln dalam l belrpelrilaku. Dan selbaliknya, pelrilaku 

selselorang dipelngaruhi olelh faktor elkstelrnal apabila orang telrselbut tidak 

konsisteln dalam l belrpelrilaku. 
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2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kelpatuhan pajak m lelrupakan salah satu langkah yang telpat untuk m lelncapai 

targelt pe lnelrim laan pajak. Selm lakin patuh wajib pajak m laka pelndapatan pajak akan 

selm lakin m lelningkat pula (Savitri, 2016). Kelpatuhan wajib pajak untuk m lelm lelnuhi 

kelwajiban–ke lwajiban pelrpajakannya pelrlu ditingkatkan delm li telrciptanya targelt 

pajak yang diinginkan. Kelpatuhan wajib pajak m lelrupakan faktor pelnting bagi 

pelningkatan pajak, m laka pelrlu selcara inselntif dikaji telntang faktor-faktor yang 

m lelm lpelngaruhi kelpatuhan wajib pajak, khususnya dalam l m lelm lbayar pajak daelrah 

(MLahaputri & Noviari, 2016). Kelpatuhan pajak m lelngacu pada tingkat bahwa 

wajib pajak m lelm latuhi atau gagal m lelm latuhi pelraturan, m lelm lelnuhi kelwajiban dan 

m lellaksanakan hak pelrpajakan di nelgara m lelrelka. Pelm lelnuhan pajak dapat 

ditingkatkan jika sistelm l pajak diadm linistrasikan selcara keltat dan m lellalui 

pelnelgakan hukum l yang keltat dan pelngelnaan delnda te lrhadap wajib pajak yang 

tellah ditelntukan. 

Kelpatuhan wajib pajak dipelngaruhi olelh elm lpat faktor yaitu m lelncakup aspelk 

individu, sosial, elkonom li, dan politik. (Sapriadi, 2013) m lelm lbelrikan pelnjellasan 

bahwa belbelrapa indikator di bawah ini bisa dim lanfaatkan untuk m lelngeltahui 

tingkat kelpatuhan wajib pajak: 

1. Kelpatuhan m lelnghitung dan pelm lbayaran pajak yang telrhutang. 

2. Kelpatuhan wajib pajak mlelndaftarkan diri jika helndak mlellakukan 

pelm lbayaran pajaknya. 

3. Tidak pelrnah dibelri hukum lan atau sanksi selbab ada hukum l pidana 

yang telrm luat pada undang-undang pelrpajakan jika belrbuat krim linal. 
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2.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan 

Pelm laham lan pelraturan pelrpajakan adalah suatu kondisi wajib pajak paham l 

telrhadap pe lraturan pelrpajakan hingga m lelnelrapkannya untuk mlelm lelnuhi kelwajiban 

pelrpajakan. Pelm laham lan yang cukup telrhadap pelraturan yang disusun olelh 

pelm lelrintah telrkait delngan usaha pelm lelrintah untuk m lelningkatkan kelpatuhan dan 

keltaatan wajib pajak m lelnjadi krusial karelna m lasih banyak wajib pajak yang 

m lellakukan tindakan pelnghindaran pajak (Dwelngelr dkk, 2016). Pelm laham lan 

m lelngelnai pelraturan pelrpajakan yang dibuat olelh pelm lelrintah juga sangat pelnting 

untuk dipelrhatikan karelna belrkaitan delngan tingkat kelpatuhan wajib pajak 

(Huang dkk, 2020). Pelm laham lan akan arti dan m lanfaat pajak dapat m lelningkatkan 

kelsadaran dari wajib pajak tanpa adanya pelngeltahuan telntang pajak dan 

m lanfaatnya tidak m lungkin orang selcara ikhlas m lelm lbayar pajak (Ariyanto dkk, 

2020). 

Pelm laham lan pelraturan pelrpajakan yang m lelrupakan keladaan keltika wajib pajak 

paham l m le lngelnai pelraturan pelrpajakan dan kelm ludian m lelnelrapkannya 

m lelnelntukan apakah wajib pajak patuh atau tidak (Ruky elt al., 2018). Kualitas 

pellayanan yang dibelrikan olelh fiskus juga mlelnelntukan kelpuasan wajib pajak 

dalam l pelm lelnuhan kelwajibannya, teltapi pada saat yang sam la juga m lelm lpe lrhatikan 

batas dalam l pelm lelnuhan standar pe llayanan yang dapat dipelrtanggungjawabkan 

olelh fiskus (Juliantari elt al., 2021). Pelm laham lan pelraturan pelrpajakan yang 

dim liliki olelh wajib pajak akan m lelm lpelngaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu 

selndiri dalam l m lellaksanakan kelwajiban pelrpajakannya. 

 



17 
 

 
 

2.1.3 Sanksi Pajak 

Sanksi adalah disiplin antagonis yang ditawarkan kelpada individu yang 

m lelncabut peldom lan. Seldangkan delnda ialah disiplin akan m lelm lbayar tunai 

dikarelnakan m lelngabaikan pelraturan dan pe ldom lan m latelrial. M Lelngakibatkan 

sanksi pelnilaian ialah hukum lan nelgatif yang dibelrikan kelpada m lelrelaka yang 

m lelnyalahgunakan pe ldom lan delngan m lelm lbe lrikan tunai (MLalau dkk, 2021). Sanksi 

pelrpajakan m lelrupakan jam linan bahwa keltelntuan pelrundang-undangan pelrpajakan 

(norm la pe lrpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Sanksi pelrpajakan 

m lelrupakan alat pelncelgah agar wajib pajak tidak m lellanggar norm la pelrpajakan 

(MLardiasm lo, 2016). 

Tujuan dari adanya sanksi pelrpajakan yaitu dalam l rangka m lelm lbelri elfelk 

jelra pada wajib pajak pellanggar, delngan delm likian kelpatuhan wajib pajak untuk 

m lelnjalankan ke lwajiban pajaknya akan bisa telrcipta. Selhingga, m lelngacu pada 

pelnjellasan se lbellum lnya bisa didapatkan kelsim lpulan bahwa sanksi pelrpajakan 

yaitu sarana untuk jam linan agar wajib pajak patuh telrhadap selluruh aturan 

pelrpajakan, baik telntang hak m laupun kelwajibannya. Apabila keltelntuan yang 

ada dilanggar wajib pajak, m laka hukum lan akan bisa dibelrikan (Ilham lsyah dkk, 

2016). 

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak 

Kelsadaran wajib pajak adalah ke ladaan di m lana selselorang m le lngeltahui, 

m lelm laham li, m le lm lbayar dan m lellapor selm lua pelnghasilan tanpa ada yang 

diselm lbunyikan selsuai delngan keltelntuan pajak yang belrlaku selrta m le lm lelnuhi hak 

dan kelwajibannya selbagai wajib pajak. Kelsadaran um lum lnya dim liliki olelh seltiap 
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orang. Seltiap orang yang m lelm liliki kelsadaran pajak yang tinggi akan m lelngelrti 

fungsi pajak, baik m lelngelrti m lanfaat pajak untuk  m lasyarakat m laupun diri pribadi. 

(MLahaputri & Noviari, 2016). 

MLelnurut Budiartha & Susilawati, (2013) kelsadaran Wajib Pajak m lelrupakan 

selbuah itikad baik selselorang untuk mlelm lelnuhi kelwajiban m lelm lbayar pajak selcara 

sukarella. Selm lakin tinggi tingkat kelsadaran Wajib Pajak, m laka pelm laham lan dan 

pellaksanaan ke lwajiban pelrpajakan selm lakin baik selhingga dapat m lelningkatkan 

kelpatuhan. Pelnellitian Delwi & Supadm li, (2014) dan Dharm la & Suardana, (2014) 

m lelnyatakan bahwa kelsadaran Wajib Pajak belrpelngaruh positif pada tingkat 

kelpatuhan Wajib Pajak. 

2.1.5 Akuntanbilitas Pelayanan Publik 

Akuntabilitas pellayanan publik m lelrupakan paradigm la baru dalam l 

m lelnjawab pelrbeldaan pelrselpsi pellayanan yang diinginkan olelh m lasyarakat delngan 

pellayanan yang dibelrikan olelh pelm lelrintah daelrah. Kualitas pellayanan yang 

dibelrikan ole lh pihak pelnyeldia layanan juga dapat m lelningkatkan kelpatuhan wajib 

pajak dalam l m lelm lelnuhi kelwajibannya (MLahaputri & Noviari, 2016). Akuntabilitas 

m lelrupakan salah satu pilar pelm lelrintahan yang baik dim lana pelm lelrintah 

belrtanggung jawab dalam l m lelngam lbil kelputusan untuk kelpelntingan publik, dan 

dalam l hal ini adalah tanggung jawab pelm lelrintah daelrah telrhadap pellayanan 

publik. 

Akuntabilitas pellayanan publik belrm lakna bahwa pelnyellelnggaraan 

pellayanan publik harus dapat dipelrtanggung jawabkan, baik kelpada publik 
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m laupun kelpada pim lpinan unit pellayanan instansi pelm lelrintah baik m lelngelnai 

prosels pellayanan, biaya pellayanan m laupun produk pellayanan (Ruky dkk, 2018) 

2.1.6 Kewajiban Moral  

Kelwajiban m loral m lelrupakan m loral yang dim liliki individu selpelrti eltika, 

prinsip hidup selrta pelrasaan belrsalah dalam l m lellakukan kelwajiban pelrpajakannya 

nam lun tidak selm lua orang m lelm lilikinya (Artha & Seltiawan, 2016). Kelwajiban 

m loral telrkait delngan pelrasaan individu m lelngelnai kelwajiban untuk telrlibat 

ataupun m lelnolak m lellakukan pelrilaku telrtelntu. Aspelk m loral dalam l pelrpajakan 

sangatlah pelnting untuk m lelningkatkan kelpatuhan wajib pajak dalam l m lelm lbayar 

pajak. Hal ini dikarelnakan pelm lbayaran pajak yang dilakukan olelh wajib pajak 

tidak lelpas dari kondisi belhavior dari wajib pajak itu selndiri (Yustina dkk, 2020). 

Wajib pajak yang m lelm liliki kelwajiban m loral yang baik, akan lelbih patuh telrhadap 

kelwajiban pe lrpajakan dibandingkan delngan wajib pajak lainnya. 

Dalam l bidang pelrpajakan aspelk m loral m le lrupakan hal yang sangat pe lnting 

dalam l m lelningkatkan kelpatuhan wajib pajak karelna m lelm lbayar pajak tidak lelpas 

dari kondisi belhavior wajib pajak itu selndiri. Aspelk m loral dalam l kelpatuhan 

pelrpajakan adalah kelwajiban m loral selorang wajib pajak dalam l m lelm lelnuhi 

kelwajiban pelrpajakan. Kelwajiban m loral m lelm liliki kaitan telrhadap nilai m loral 

individu, eltika, prinsip hidup, pelrasaan belrsalah yang belrbelda-be lda selbagai mloral 

yang ada dalam l diri tiap individu yang m lana m lelnjadi landasan selselorang dalam l 

m lellaksanakan selsuatu pelrilaku. Selnada delngan hal telrselbut, telori atribusi 

m lelnggam lbarkan dorongan faktor dari dalam l diri selselorang m lelnjadi dasar orang 
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dalam l belrtindak. Hubungannya delngan kelwajiban m loral yakni dalam l pelnelntuan 

pelrilaku wajib pajak pada pelm lelnuhan kelwajiban pajaknya (MLeliryani elt al., 2022). 

 

2.2 Penelitian Terdahulu  

 Pelnellitian m lelngelnai Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan, Sanksi 

Pajak,Kelsadaran Wajib Pajak, Akuntanbilitas Pellayanan Publik,Dan Kelwajiban 

MLoral Telrhadap Kelpatuhan Wajib Pajak Kelndaraan Belrm lotor 

N

o 

Pelnelliti Variabe ll Pelnellitian Objelk 

Pelnellitian 

Hasil Pelnellitian 

1 Ruky, Putra, 

MLansur 

(2018) 

Pelngaruh 

Pelm laham lan 

Pelraturan 

Pelrpajakan, 

Kelsadaran 

Wajib Pajak, 

Akuntabilitas 

Pellayanan 

Publik Dan 

Kelwajiban 

MLoral 

Telrhadap 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

(Studi 

ELmlpiris pada 

Kantor 

Belrsam la 

SAMLSAT 

Kota Jam lbi 

Variabe ll 

Delpelndeln 

➢ Kelpatuhan Wajib 

Pajak 

 

Variabe ll  

Indelpelndeln 

➢ Pelm laham lan 

Pelraturan 

Pelrpajakan 

➢ Kelsadaran Wajib 

Pajak 

➢ Akuntabilitas 

Pellayanan Publik 

➢ Kelwajiban MLoral 

 

Kantor 

Belrsam la 

SAMLSAT 

Kota 

Jam lbi 

Tahun 

Pelnellitian: 

2018 

1. Pelm laham lan 

Pelraturan 

Pelrapajakan, 

Kelsadaran 

Wajib Pajak, 

Akuntabilitas 

Pellayanan 

Publik dan 

Kelwajiban 

M Loral 

belrpelngaruh 

selcara sim lultan 

telrhadap 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

kelndaraan 

belrm lotor  
2. Pelm laham lan 

Pelraturan 

Pelrpajakan 

belrpelngaruh 

selcara parsial 

telrhadap 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

kelndaraan 

belrm lotor. 
3. Kelsadaran 

Wajib Pajak 
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belrpelngaruh 

selcara parsial 

telrhadap 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

kelndaraan 

belrm lotor. 

4. Akuntabilitas 

Pellayanan 

Publik 

belrpelngaruh 

selcara parsial 

telrhadap 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

kelndaraan 

belrm lotor. 

5. Kelwajiban 

M Loral 

belrpelngaruh 

selcara parsial 

telrhadap 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

kelndaraan 

belrm lotor 

2 MLalau, Gaol, 

Giawa, Juwita 

(2021) 

Pelngaruh 

Kelsadaran 

Wajib Pajak, 

Pelngeltahuan 

Pajak, Sanksi 

Pajak Dan 

Pellayanan 

Fiskus 

Telrhadap 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

Kelndaraan 

Belrm lotor di 

Kota MLeldan 

Variabe ll Delpe lndeln 

➢ Kelpatuhan wajib 

pajak 

Variabe ll 

Indelpelndeln 

➢ Kelsadaran 

Wajib Pajak 

➢ Pelngeltahuan 

Pajak 

➢ Sanksi Pajak 

➢ Pellayanan 

Fiskus 

Kantor 

Sam lsat 

Kota 

MLeldan  

Tahun 

Pelnellitia

n: 2021 

1. Kelsadaran 

wajib pajak 

m lelm lpelngaruhi 

kelpatuhan 

wajib pajak 

kelndaraan 

belrm lotor. 

2. Pelngeltahuan 

wajib pajak 

m lelm lpelngaruhi 

kelpatuhan 

wajib pajak 

kelndaraan 

belrm lotor. 

3. Sanksi pajak 

kelndaraan 

belrm lotor 

m lelm lpelngaruhi 

kelpatuhan 

wajib pajak 
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kelndaraan 

belrm lotor. 

4. Pellayanan 

Fiskus 

m lelm lpelngaruhi 

kelpatuhan 

wajib pajak 

kelndaraan 

belrm lotor 

5. Kelsadaran 

wajib pajak, 

pelngeltahuan 

pajak, sanksi 

pajak dan 

pellayanan 

fiskus 

m lelm lpelngaruhi 

kelpatuhan 

wajib pajak 

kelndaraan 

belrm lotor 

 

3 Widyana, 

Putra (2020) 

Pelngaruh 

Kelsadaraan 

Wajib Pajak, 

Pellayanan 

Fiskus, Dan 

Sanksi Pajak 

Telrhadap 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

Kelndaraan 

Belrm lotor 

Variabe ll Delpe lndeln  

➢ Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

 

Variabe ll Indelpelndeln 

➢ Kelsadaran 

Wajib Pajak 

➢ Pellayanan 

Fiskus 

➢ Sanksi Pajak 

Kantor 

Belrsam la 

Sam lsat 

di Kota 

Delnpasa

r. 

Tahun 

Pelnellitia

n: 2018 

1. Kelsadaran 

wajib pajak 

belrpelngaruh 

positif telrhadap 

kelpatuhan 

wajib pajak 

kelndaraan 

belrm lotor 

2. Pellayanan 

fiskus 

belrpelngaruh 

positif telrhadap 

kelpatuhan 

wajib pajak 

kelndaraan 

belrm lotor 

3. Sanksi Pajak 

belrpelngaruh 

positif telrhadap 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

Kelndaraan 

Belrm lotor 

4 Abiyyah, Variabe ll Delpe lndeln di 1. Samlsat 
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Lindawati, 

Wahyuningtia

s, Andrian 

(2022) 

Deltelrm linan 

Wajib Pajak 

Kelpatuhan 

Dalam l 

MLelmlbayar 

Pajak 

Kelndaraan 

MLotor 

➢ Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

Variabe ll Indelpelndeln 

➢ EL-Samlsat 

➢ Akuntabilitas 

Pellayanan 

Publik 

➢ Delnda Pajak 

➢ Kelwajiban 

MLoral 

➢ Program l 

Kelringanan 

Pajak Kelndaraan 

Kantor 

Gabung

an 

Sam lsat 

Kota 

Belkasi  

Tahun 

Pelnellitia

n: 2020 

ELlelktronik 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan Wajib 

Pajak. 

2. Akuntabilitas 

pe llayanan publik 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak. 

3. Sanksi 

pe lrpajakan 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak 

4. Programl 

pe lmlutihan pajak 

ke lndaraan 

be lrm lotor 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak 

5 Utam li Widya 

Karlina 

(2021) 

Pelngaruh 

Pelngeltahuan 

Wajib Pajak, 

Kelsadaran 

Wajib Pajak, 

Dan Sanksi 

Pelrpajakan 

Telrhadap 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

Kelndaraan 

Belrm lotor 

Variabe ll Delpe lndeln 

➢ Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

Variabe ll Indelpelndeln 

➢ Pelngaruh 

Pelngeltahuan 

Wajib 

➢ Kelsadaran 

Wajib Pajak 

➢ Sanksi 

Pelrpajakan 

Kantor 

Belrsam la 

SAMLSA

T di 

Kabupat

eln 

Kelrinci 

dan 

Kota 

Sungai 

Pelnuh 

Tahun 

Pelnellitia

n: 2021 

1. Pe lngeltahuan 

wajib pajak 

be lrpelngaruh 

telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak, 

2. Ke lsadaran wajib 

pajak 

be lrpelngaruh 

telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak kelndaraan 

be lrm lotor. 

3. Sanksi 

pelrpajakan 

tidak 

belrpelngaruh 
telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak  
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6 Delsak MLadel 

Dian Lelstari, 

Anak Agung 

Ngurah 

Agung 

Krelsnandra 

(2023) 

Analisis 

Deltelrm linan 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

Kelndaraan 

Belrm lotor di 

Kantor 

SAMLSAT 

Variabe ll Delpe lndeln 

➢ Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

Variabe ll Indelpelndeln 

➢ Tingkat 

Pelndapatan 

➢ Pelm laham lan 

Pelraturan 

Pelrpajakan 

➢ Kualitas 

Pellayanan 

 

di 

Kantor 

SAMLSA

T 

Kabupat

eln 

Gianyar 

Pelnellitia

n: 2023 

1. Tingkat 

pe lndapatan 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak, 

2. Pe lmlahamlan 

pe lraturan 

pe lrpajakan 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak, 

3. Kualitas 

pe llayanan 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak 

7 Ni Kom lang 

Ayu 

Juliantari, I 

MLadel 

Sudiartana, 

Ni Luh Gdel 

MLahayu 

Dicriyani 

(2021) 

Pelngaruh 

Kelsadaran 

Wajib Pajak, 

Kualitas 

Pellayanan, 

Kelwajiban 

MLoral, 

Sanksi Pajak, 

Dan 

Sosialisasi 

Pajak 

Telrhadap 

Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

Dalam l 

MLelmlbayar 

Pajak 

Kelndaraan 

Belrm lotor Di 

Kantor 

Variabe ll Delpe lndeln 

➢ Kelpatuhan 

Wajib Pajak 

Variabe ll Indelpelndeln 

➢ Kelsadaran 

Wajib Pajak 

➢ Kualitas 

Pellayanan 

➢ Kelwajiban 

MLoral  

➢ Sanksi Pajak 

➢ Sosialisasi Pajak 

 

Kantor 

Sam lsat 

Kabupat

eln 

Gianyar 

Pelnellitia

n: 2021 

1. Ke lsadaran wajib 

pajak 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak kelndaraan 

be lrm lotor. 

2. Kualitas 

pe llayanan 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak kelndaraan 

be lrm lotor. 

3. Ke lwajiban mloral 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak kelndaraan 

be lrm lotor. 

4. Sanksi pajak 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak kelndaraan 

be lrm lotor. 

5. Sosialisasi pajak 

be lrpelngaruh 

positif telrhadap 

ke lpatuhan wajib 

pajak 
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Sam lsat 

Gianyar 

 

2.3 Hipotesis Penelitian  

2.3.1 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

Pelm laham lan pelraturan pelrpajakan adalah suatu prosels dim lana wajib pajak 

m lelm laham li dan m lelnge ltahui telntang pelraturan dan undang-undang selrta tata cara 

pelrpajakan dan m lelnelrapkannya untuk m lellakukan kelgiatan pelrpajakan selpelrti, 

m lelm lbayar pajak, m lellaporkan SPT, dan selbagainya selrta m le lngeltahui tarif pajak 

selsuai undang-undang dan m lanfaat pajak yang m lelrelka bayar (Hardiningsih & 

Yulianawati, 2011). MLasyarakat helndaknya m lelm liliki pelm laham lan telntang 

pelraturan pelrpajakan, karelna untuk m lelm lelnuhi kelwajiban pelrpajakannya, 

m lelm lbayar pajak harus m lelngeltahui dan m lelm laham li telntang pajak telrle lbih dahulu. 

Tanpa adanya pelm laham lan pelraturan pelrpajakan yang dim liliki m lasyarakat, m laka 

m lasyarakat tidak m lungkin patuh m lelm lbayar pajak.  MLelnurut (Aswati dkk, 2018) 

Pelm laham lan pelraturan pelrpajakan yang dim liliki olelh wajib pajak akan 

m lelm lpelngaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu selndiri dalam l m lellaksanakan 
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kelwajiban pelrpajakannya. Ini belrarti bahwa wajib pajak m lelm liliki kelyakinan 

bahwa sanksi akan dibelrlakukan apabila wajib tidak mlelm lbayar pajak selsuai 

delngan jum llah pajak te lrutangnya.  

MLelnurut telori atribusi, pelm laham lan pelraturan pelrpajakan telrm lasuk ke l 

dalam l pelrilaku intelrnal yang m lelnelntukan tindakan individu telrselbut sellanjutnya. 

Adanya pelm laham lan telntang pelraturan pelrpajakan diharapkan dapat m lelndorong 

kelsadaran wajib pajak untuk patuh m lelm lbayar pajak telrutangnya. Selm lakin tinggi 

pelm laham lan telntang pelraturan pelrpajakan m laka selm lakin tinggi pula kelpatuhan 

wajib pajak dalam l m lelm lbayar pajak. Pelnellitian ini didukung olelh (Lelstari & 

Krelsnandra, 2023) m lelngelnai Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan belrpe lngaruh 

positif telrhadap kelpatuhan wajib pajak kelndaraan belrm lotor 

H1 :  Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan belrpelngaruh positif telrhadap Kelpatuhan 

Wajib Pajak kelndaraan belrm lotor.  

2.3.2 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

 Sanksi pelrpajakan telrhadap kelpatuhan wajib pajak m lelrupakan suatu 

jam linan agar wajib pajak m lelnaati atau m lelm latuhi keltelntuan di dalam l pelraturan 

pelrpajakan, atau dapat diartikan juga sanksi pelrpajakan m lelrupakan alat pelncelgah 

(prelve lntif) agar wajib pajak tidak m lellanggar undang-undang atau norm la-norm la 

pelrpajakan. Keltelrpelngaruhan sanksi pelrpajakan pada kelpatuhan wajib pajak yaitu 

apabila sanksi pajak dibuat lelbih telgas m laka akan m lelningkatkan kelpatuhan wajib 

pajak. Karelna saat ini sanksi pajak m lasih bellum l elfelktif untuk m lelm lbuat elfelk jelra 

telrhadap wajib pajak yang tidak patuh m lelm lbayar pajak dan m lelngakibatkan 
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tunggakan pajak. Sanksi pelrpajakan dibuat adalah untuk mlelndukung agar wajib 

pajak m lelm latuhi pelraturan pelrpajakan. Kelpatuhan wajib pajak akan ditelntukan 

belrdasarkan pelrselpsi wajib pajak telntang selbelrapa kuat sanksi pajak m lam lpu 

m lelndukung pelrilaku wajib pajak untuk taat pajak. Sanksi pelrpajakan telrjadi 

karelna telrdapat pellanggaran telrhadap pelraturan pelrundang-undangan pelrpajakan, 

selhingga apabila telrjadi pellanggaran m laka wajib pajak dihukuml delngan indikasi 

kelbijakan pelrpajakan dan undang-undang pelrpajakan. 

Belrdasarkan telori atribusi, sanksi pajak mlelrupakan faktor elkstelrnal yang 

timlbul dari luar wajib pajak, yang selcara tidak langsung dapat m lelm lpelngaruhi 

kelpatuhan wajib pajak dalam l m lelm lelnuhi kelwajiban pelrpajakannya. pelnelrapan 

sanksi pelrpajakan adalah untuk m lelnghukum l, selkaligus m lelndidik wajib pajak 

yang telrbukti m lellanggar pelraturan pelrpajakan yang belrlaku agar tidak lagi 

m lelrelm lelhkan pelraturan pelrpajakan dan m le lncelgah telrjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan. Pelnellitian yang dilakukan olelh (Helrwinarni & Anggraelni, 2016) 

m lelngelm lukakan bahwa Pelngaruh Sanksi Pelrpajakan Telrhadap Ke lpatuhan Wajib 

Pajak Kelndaraan Belrm lotor di Sam lsat Tanjung Kabupateln Brelbels delngan 

delm likian hipotelsis kellim la tidak dapat ditelrim la kelbelnarannya. Kelm ludian 

didukung olelh pelnellitian yang dilakukan (Ilham lsyah dkk, 2016) m lelnyatakan 

bahwa variabell sanksi pelrpajakan belrpelngaruh positif telrhadap kelpatuhan wajib 

pajak kelndaraan be lrm lotor di KB Samlsat Kota MLalang. Dan juga didukung olelh 

pelnellitian olelh (MLuchidin, 2018)  m lelngatakan sanksi pelrpajakan belrpelngaruh 

signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak kelndaraan be lrm lotor pada Kantor 

Sam lsat Brelbels. Jadi pelnellitian ini didukung olelh (Widyana & Putra, 2020) 
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m lelngelnai sanksi pajak belrpelngaruh positif telrhadap kelpatuhan wajib pajak 

kelndaraan belrm lotor. 

H2 : Sanksi Pajak belrpelngaruh positif telrhadap Kelpatuhan Wajib Pajak kelndaraan 

belrm lotor. 

2.3.3  Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

 Kelsadaran wajib pajak telrhadap kelpatuhan wajib pajak m lelrupakan suatu 

keladaan dim lana selorang wajib pajak m lelngeltahui, mlelngakui, m lelnghargai, dan 

m lelnaati pelraturan pelrpajakan yang tellah belrlaku selrta m lelm lpunyai niat dari hati 

nurani untuk m lelm lbayar dan m lellaporkan pajaknya untuk m lelm lelnuhi hak dan 

kelwajibannya. Kelsadaran wajib pajak dapat dilihat dari kelinginan hati nuraninya 

dan kelsungguhan wajib pajak dalam l m lelm lelnuhi kelwajiban pelrpajakannya, (Arsila, 

2017).(Hardiningsih & Yulianawati, 2011) Keltelrpelngaruhan kelsadaran wajib 

pajak pada kelpatuhan wajib pajak yaitu apabila m lasyarakat m lelm liliki kelsadaran 

yang tinggi dalam l dirinya m laka akan m lelningkatkan kelpatuhan wajib pajak. 

Kelsadaran wajib pajak dapat dilihat dari kelinginan wajib pajak untuk m lelm lelnuhi 

kelwajiban pelrpajakannya. Kelsadaran wajib pajak sangat dibutuhkan untuk 

m lelm lbantu m lelningkatkan kelpatuhan m lelm lbayar pajak. 

Pelngim lplelm lelntasian telori atribusi dalam l studi ini m lelnyangkut kelsadaran 

wajib pajak selbagai faktor intelrnal sungguh mlelm lbelri dam lpak pada keltaatan itu 

selndiri. Kelsadaran wajib pajak bisa belrupa keladaan sadar akan pelntingnya fungsi 

pajak dalam l m lelm lbiayai dan m le lnunjang nelgara, selhingga m lelrelka akan 

m lellakukanya delngan tanpa paksaan. MLelningkatnya kelsadaran wajib pajak seliring 
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delngan tingkat kelpatuhan wajib pajak. Selm lakin tinggi tingkat kelsadaran dari 

wajib pajak untuk m lelm lbayar ke lwajibannya, m laka selm lakin tinggi pula tingkat 

kelpatuhan dari wajib pajak telrselbut. Seldangkan apabila tingkat kelsadaran wajib 

pajak untuk m lelm lbayar kelwajiban pajaknya re lndah, m laka selm lakin relndah pula 

tingkat kelpatuhan dari wajib pajak telrselbut. Telntunya selm lakin sadar wajib pajak 

untuk m lelm lbayar kelwajiban pajaknya akan selcara otom latis m lelndorong tingkat 

kelpatuhan wajib pajak telrselbut 

Pelnellitian yang dilakukan olelh (Helrwinarni & Anggraelni, 2016) yang 

m lelnyatakan bahwa ke lsadaran wajib pajak telrhadap kelpatuhan wajib pajak dapat 

ditelrim la kelbelnarannya. Kelm ludian didukung dari hasil pelnellitian dilakukan olelh 

(Budiartha & Susilawati, 2013) m lelnyatakan bahwa kelsadaran wajib pajak 

belrpelngaruh positif telrhadap kelpatuhan wajib pajak.  

H3 : Kelsadaran Wajib Pajak belrpelngaruh Positif telrhadap Kelpatuhan Wajib Pajak 

kelndaraan belrm lotor.  

2.3.4  Pengaruh akuntanbilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib 

pajak 

 Akuntabilitas pellayanan publik m lelrupakan paragdigm la atau pola baru 

dalam l m lelnjawab pelrbeldaan pelrselpsi pe llayanan yang diinginkan olelh m lasyarakat 

delngan pellayanan yang dibelrikan olelh pelm lelrintah daelrah (Budiartha & 

Susilawati, 2013). Akuntabilitas pellayanan publik telrhadap kelpatuhan wajib pajak 

akan te lrwujud apabila pihak instansi te lrkait m lellakukan kinelrjanya selcara 

transparan dan telrbuka selsuai delngan Standard Opelrating Proceldurel m laka akan 
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m lelningkatkan kelpatuhan wajib pajak. Olelh karelna itu, pellayanan yang dibelrikan 

olelh peltugas sangat belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak dalam l 

m lelm lbayar pajak, m laka peltugas dituntut untuk m lelm lbelrikan pellayanan yang 

ram lah, adil, dan telgas seltiap saat kelpada pajak selrta dapat m lelm lupuk kelsadaran 

m lasyarakat telntang tanggung jawab m lelm lbayar pajak. Kelte lrpelngaruhan 

akuntabilitas pellayanan publik pada kelpatuhan wajib pajak yaitu apabila kualitas 

pellayanan pelm lbayaran pajak dari instansi dinilai baik ole lh m lasyarakat m laka 

m lam lpu m lelningkatkan kelpatuhan wajib pajak.  

Belrdasarkan telori atribusi, akuntabilitas pellayanan publik m lelrupakan 

faktor elkstelrnal yang tim lbul dari luar wajib pajak, yang selcara tidak langsung 

dapat m lelm lpelngaruhi kelpatuhan wajib pajak dalam l m le lm lelnuhi kelwajiban 

pelrpajakannya. Delngan adanya sarana dan prasarana yang baik di kantor Sam lsat, 

selrta peltugas pajak yang sigap, m lelm lpunyai kelm lam lpuan, sopan santun, dan sikap 

am lanah dalam l m lelm lbantu, mlelm lbim lbing, m lelnyiapkan selgala kelpelrluan Wajib 

Pajak, diharapkan dapat m lelm lotivasi dan m lelningkatkan wajib pajak untuk patuh 

m lelm lbayar pajak dan akan. Pelnellitian yang dilakukan olelh (Helrwinarni & 

Anggraelni, 2016) m lelnyatakan bahwa Pelngaruh Akuntabilitas Pellayanan Publik 

Telrhadap Ke lpatuhan Wajib Pajak Ke lndaraan Belrm lotor di Sam lsat Tanjung 

Kabupateln Brelbels delngan delm likian hipotelsis kelelnam l dapat ditelrim la 

kelbelnarannya. Kelm ludian Didukung pelnellitian yang dilakukan olelh (Budiartha & 

Susilawati, 2013) m lelngelm lukakan bahwa akuntabilitas pellayanan publik 

belrpelngaruh positif pada kelpatuhan wajib pajak dalam l m lelm lbayar pajak 

kelndaraan belrm lotor, dan didukung juga pelnellitian mlilik (Arsila, 2017) 
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m lelnjellaskan bahwa akuntabilitas pellayanan publik belrpelngaruh positif dan 

signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak kelndaraan be lrm lotor pada Kantor 

Sam lsat Brelbels.  

H4 : Akuntabilitas Pellayanan Publik belrpelngaruh positif telrhadap Ke lpatuhan 

Wajib Pajak kelndaraan belrm lotor.  

2.3.5 Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak 

 Kelwajiban m loral adalah m loral individu yang dim liliki olelh selselorang, 

nam lun kelm lungkinan tidak dim liliki olelh orang lain, selpelrti eltika, prinsip hidup, 

pelrasaan belrsalah, m lellaksanakan kelwajiban pe lrpajakan delngan sukarella dan 

belnar nantinya dikaitkan telrhadap pelm lelnuhan kelwajiban pelrpajakannya (Artha & 

Seltiawan, 2016). (Layata & Seltiawan, 2014) m lelnyim lpulkan dalam l pelnellitiannya 

jika wajib pajak m lelm liliki kelwajiban m loral yang baik mlaka wajib pajak akan 

celndelrung belrpelrilaku jujur dan taat telrhadap aturan yang tellah dibelrikan 

selhingga hal ini belr-dam lpak pada kelpatuhan wajib pajak dalam l pelm lelnuhan 

pajaknya. Kelwajiban m loral selnantiasa dikaitkan delngan nilai m loral wajib pajak 

dan eltika, prinsip hidup, selrta rasa belrsalah yang mlelrupakan wujud dari 

kelwajiban m loral yang dim liliki olelh tiap individu keltika m lellaksanakan aktivitas 

apapun.. Bagi pelm lilik kelndaraan belrm lotor yang tidak mlellakukan pelm lbayaran 

pajak kelndaraan belrm lotor m laupun yang telrlam lbat dalam l pelm lbayarannya, m laka 

wajib pajak yang belrsangkutan akan m lelrasakan pelrasaan was-was atau tidak 

nyam lan dan diiringi delngan pelrasaan belrsalah (Ruky dkk, 2018). 
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Telori atribusi m lelnjellaskan individu belrupaya m lelnelntukan apakah pelrilaku 

diselbabkan selcara intelrnal atau elkstelrnal keltika individu m lelngam lati pelrilaku 

selselorang, jika selselorang yang m lelm liliki prinsip m loral yang baik akan lelbih taat 

dalam l m lelm lbayar pajak. Selm lakin tinggi kelwajiban m loral yang dim liliki selselorang 

m laka kelpatuhan dalam l m lelm lelnuhi kelwajiban pelrpajakan selselorang juga akan 

selm lakin m lelningkat. Hal ini m lelnunjukkan bahwa delngan adanya kelwajiban m loral 

dalam l diri wajib pajak m laka akan dapat m lelningkatkan kelpatuhan wajib pajak 

dalam l m lellaksanakan kelwajiban pelrpajakannya. Jadi pelnellitian yang dilakukan 

olelh (MLeliryani dkk, 2022) bahwa Kelwajiban MLoral belrpelngaruh positif dan 

signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak kelndaraan belrm lotor 

H5 : Kelwajiban MLoral belrpe lngaruh positif telrhadap Kelpatuhan Wajib Pajak 

kelndaraan belrm lotor. 
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2.3 MLodell Kelrangka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis ”Pengaruh Pemahaman 

Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas 

Pelayanan Publik, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pelndelkatan pelnellitian ini belrdasarkan pelndelkatan kuantitatif. Pelnellitian 

kuantitatif mlelrupakan suatu prosels m lelnelm lukan pelngeltahuan yang m lelnggunakan 

data belrupa angka selbagai alat m lelnelm lukan keltelrangan m lelngelnai apa yang ingin 

dikeltahui. 

3.2 Variabel dan Indikator 

 

Sugiyono, (2017) m lelngelm lukakan bahwa variabell telrikat (de lpelndeln 

variablel) (Y) adalah variabell yang dipelngaruhi atau yang m lelnjadi akibat, 

karelna adanya variabell belbas, dalam l pelnellitian ini variabell telrikat yang ditelliti 

adalah kinelrja pelgawai (Y). Dalam l pelne llitian ini Variabell Delpelndeln dalam l 

pelnellitian ini adalah Kelpatuhan Wajib Pajak Kelndaraan Belrm lotor. Kelpatuhan 

Wajib Pajak m lelrupakan Suatu tindakan yang dilakukan untuk m lelm lbayar 

pajak telpat waktu dan selsuai delngan tata cara pelm lbayaran yang baik dan 

belnar yang selsuai pe lraturan undang-undang. 

3.2.1 Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) 

Variabe ll Delpelndeln adalah variabe ll telrikat yang dipelngaruhi atau yang 

m lelnjadi akibat karelna ada variabell indelpelndeln (Sugiyono, 2017). 

Variabe ll Indikator 

Kelpatuhan Wajib Pajak a) Wajib pajak tunduk telrhadap 

ke ltelntuan pelraturan pe lrundang-

undangan pajak kelndaraan be lrm lotor.  
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b) Wajib pajak mle lngisi formlulir pajak 

de lngan lelngkap, belnar, dan jellas. 

c) Wajib pajak mle lmlbayar pajak 

ke lndaraan belrmlotor dalaml jumllah 

yang selsuai delngan biaya-biaya yang 

telrtelra pada surat-surat kelndaraan.  

d) Wajib pajak mle lmlbayar pajak 

ke lndaraan belrmlotor yang telrutang 

telpat pada waktunya. 

 

3.2.2 Variabel Independen  

Variabe ll Indelpelndeln adalah variabe ll yang m lelnjadi selbab tim lbulnya atau 

belrubahnya variabell delpelndeln (Sugiyono, 2017) 

1. Pemahaman peraturan perpajakan  

Pelm laham lan pelraturan pelrpajakan adalah suatu prosels dim lana wajib pajak 

m lelm laham li dan m lelnge ltahui telntang pelraturan dan undang-undang selrta tata cara 

pelrpajakan dan m lelnelrapkannya untuk m lellakukan kelgiatan pelrpajakan selpelrti, 

m lelm lbayar pajak, m lellaporkan SPT, dan selbagainya selrta m le lngeltahui tarif pajak 

selsuai undang-undang dan m lanfaat pajak yang m lelrelka bayar (Hardiningsih & 

Yulianawati, 2011), (Aswati elt al., 2018). 

Variabe ll Indikator 

Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan a) Wajib pajak m lelngeltahui fungsi 

dan m lanfaat pajak 

b) Wajib pajak m lelngeltahui cara 

pelm lbayaran pajak 

c) Wajib pajak m lelngeltahui pelraturan 

pajak 

 

2. Sanksi Pajak 

Sanksi pelrpajakan m lelrupakan jam linan bahwa keltelntuan pelraturan 

pelrundang-undangan pelrpajakan (norm la pelrpajakan) akan dituruti/dipatuhi, 
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delngan kata lain sanksi pelrpajakan m lelrupakan alat pelncelgah (prelvelntif) agar 

wajib pajak tidak m lellanggar norm la pelrpajakan (MLardiasmlo, 2016). 

Variabe ll Indikator 

Sanksi Pajak a) Pelnelrapan sanksi pajak tellah 

selsuai delngan keltelntuan pajak 

yang belrlaku  

b) Pelm lelrintah m lelnelrapkan sanksi 

pajak selbagai belntuk m lelncelgah 

pelnunggakan pelm lbayaran pajak 

kelndaraan belrm lotor 

c) Pelngelnaan sanksi harus 

dilaksanakan delngan telgas kelpada 

selm lua wajib pajak yang m lellanggar 

 

3. Kesadaran Wajib Pajak  

Kelsadaran wajib pajak mlelrupakan selbuah itikad baik selselorang untuk 

m lelm lelnuhi kelwajiban m lelm lbayar pajak belrdasarkan hati nuraninya yang 

tulus,ikhlas. Selm lakin tinggi tingkat kelsadaran wajib pajak, m laka pelm laham lan dan 

pellaksanaan ke lwajiban pelrpajakan selm lakin baik selhingga dapat m lelningkatkan 

kelpatuhan (MLuliari & Seltiawan, 2010). 

Variabell Indikator 

Ke lsadaran Wajib Pajak a) Pajak Kelndaraan Be lrmlotor 

mle lrupakan belntuk partisipasi dalaml 

mle lnunjang pelmlbangunan daelrah.  

b) MLelnunda pelmlbayaraan pajak dan 

pe lngurangan belban pajak ke lndaraan 

be lrm lotor sangat mlelrugikan daelrah.  

c) Pajak diteltapkan delngan Undang-

Undang dan dapat dipaksakan.  

d) Hasil pelmlungutan pajak dinikmlati 

ke lmlbali ole lh wajib pajak walaupun 

tidak selcara langsung. 
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4. Akuntabilitas Pelayanan Publik  

Akuntabilitas pellayanan publik mlelrupakan paradigm la baru dalam l m lelnjawab 

pelrbeldaan pelrse lpsi pellayanan yang diinginkan olelh m lasyarakat delngan pellayanan 

yang dibelrikan olelh pelm lelrintah daelrah. Kualitas pellayanan yang dibelrikan olelh 

pihak pelnye ldia layanan juga dapat m lelningkatkan kelpatuhan wajib pajak dalam l 

m lelm lelnuhi kelwajibannya (MLahaputri & Noviari, 2016) 

Variabell Indikator 

Akuntabilitas Pellayanan Publik a) Pe ltugas pajak mlelm lbelri pellayanan 

de lngan baik.  

b) Pe ltugas pajak bisa mle lm lbantu 

pe lmlahamlan wajib pajak.  

c) Pe ltugas pajak mlelmlpe lrhatikan 

ke lbelratan wajib pajak.  

d) Pe ltugas mle lmlbe lritahu cara m lelm lbayar 

dan mlellunasi pajak delngan mludah 

dan elfisieln. 

 

 

5. Kewajiban Moral  

Kelwajiban m loral adalah m loral individu yang dim liliki olelh selselorang, nam lun 

kelm lungkinan tidak dim liliki olelh orang lain, selpelrti eltika, prinsip hidup, pelrasaan 

belrsalah, m lellaksanakan kelwajiban pelrpajakan delngan sukarella dan belnar 

nantinya dikaitkan telrhadap pelm lelnuhan kelwajiban pelrpajakannya (Artha & 

Seltiawan, 2016). 

Variabell Indikator 

Ke lwajiban MLoral a) Tanggung jawab pe lmlbiayaan 

pe lmle lliharaan nelgara mle lrupakan 

tanggung jawab kita belrsamla.  

b) Ada pe lrasaan celm las apabila tidak 

mle llaksanakan ke lwajiban pajak 

selbagaimlana mle lstinya.  

c) Ada pe lrasaan belrsalah dalaml diri 

anda jika mle llakukan pe lnggellapan 

pajak.  

d) Anda m lelnghitung, mle lmlbayar dan 
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mle llaporkan pajak delngan sukarella.  

e) Ada pe lrasaan belrsalah dalaml diri 

anda jika tidak mle lmlbayar pajak. 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah dom lain um luml yang telrdiri dari objelk/subjelk dan m lelm liliki 

jum llah atau karaktelristik telrtelntu yang diteltapkan olelh pelne lliti untuk dipellajari 

dan ditarik kelsim lpulan darinya (sugiyono, 2016) Populasi yang digunakan dalam l 

pelnellitian ini adalah wajib pajak kelndaraan di Sam lsat Selm larang 1. Total populasi 

pada tahun 2023 selbanyak 67.536 wajib pajak kelndaran belrm lotor di sam lsat 1 

selm larang. 

Sam lpell adalah selbagian dari populasi yang karaktelristiknya helndak 

ditelliti. Telknik pelngam lbilan sam lpell yang digunakan ialah accidelntal samlpling 

(sam lpling kelbeltulan), yaitu m lelrupakan m leltodel pelnelntuan sam lpell belrdasarkan 

kelbeltulan, yaitu siapa saja yang selcara kelbeltulan belrtelm lu delngan pelne lliti dapat 

digunakan selbagai sam lpell, bila dipandang orang yang kelbeltulan ditelm lui itu cocok 

selbagai sum lbelr data.  (sugiyono, 2016). 

Dalam l pelnellitian ini, adapun kritelria – kritelriaa yang digunakan untuk 

pelngam lbilan sam lpell dalam l pelnellitian yaitu, Selselorang Wajib Pajak yang 

m lelm lbayar tiap tahunya. 

Dibutuhkan untuk pelnellitian selpelrti surat kelndaraan, dan lain-lain. 

Belsarnya pelnelntuan sam lpell delngan Rum lus Slovin: 
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n = N / (1+(N x el2)) n= jum llah ellelm leln / anggota sam lpell 

N = jum llah ellelm le ln / anggota populasi 

EL = elror lelve ll 

n = (67.536 / (1+ (67.536 x 0,102)) 

n = 99,85 dibulatkan m lelnjadi 100 relspondeln 

selhingga disim lpulkan bahwa pelnellitian ini mlelm lelrlukan m linim lal sam lpell 

selbanyak 100 relspondeln. 

3.4 Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam l pelnellitian ini adalah data prim lelr yang di dapat 

m lellalui hasil pelngisian kuelsionelr olelh relspondeln yang telrdaftar pada Kantor 

SAMLSAT SELMLARANG I. 

3.5 Metode Pengambilan Data 

MLeltodel pelngum lpulan data dilakukan delngan m lelnggunakan m le ltodel angkelt 

(kuelsionelr). Untuk m lelngukur pelndapat re lspondeln digunakan skala likelrt yaitu 

skala yang belrisi lim la tingkat prelfelre lnsi jawaban delngan pilihan selbagai belrikut:  

Angka 1 = Sangat Tidak Seltuju (STS)  

Angka 2 = Tidak Seltuju (TS)  

Angka 3 = Kurang Seltuju (KS)  

Angka 4 = Seltuju (S)  

Angka 5 = Sangat Seltuju (SS) 
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3.6 Teknik Analisis 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik delskriptif dimlanfaatkan untuk m lelnganalisa selbuah data delngan 

m leltodel m lelm lbelrikan gam lbaran atau m lelm lpelrolelh delskripsi m le lngelnai data 

belrdasarkan nilai rata-rata (m lelan), varian, standar delviasi, m laksim lum l, m linim lum l, 

rangel, kurtosis, dan skelwnelss (Ghozali, 2021) 

3.6.2 Uji Kulitas Data 

3.6.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dipelrgunakan dalam l pelnilaian sah m laupun tingkat kelvalidan 

kuelsionelr. Dikatakan valid bila pelrtanyaan dapat m lelngukur variabell pelnellitian. 

Validitas juga dapat didelfinisikan selbagai ukuran yang m lelm lpelrlihatkan tingkat 

keltelpatan instrum leln. Tingginya nilai validitas m lelnandakan jika instrum leln 

telrselbut sudah telpat untuk mlelngukur variabell. Deltelksi uji validitas ini 

m lelnggunakan nilai r hitung yang dibandingkan delngan nilai r tabell pada df 

(delgrelel of freleldoml) = n-2, di m lana n adalah jum llah sam lpell. Bila r hitung di atas r 

tabell m laka indikator telrselbut dapat dikatakan valid. (Ghozali, 2021). 

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Relliabilitas dipelrgunakan untuk pelngukuran kelhandalan indikator dalam l 

kuelsionelr yang m lelm lbelntuk suatu konstruk (variabell). Ke lhandalan dapat dilihat 

dari jawaban yang rellatif konsisteln antar waktu. Untuk m lelngukur relliabilitas 

dapat dilakukan m lellalui cara belrikut: 1. Pelngukuran belrulang (Relpelateld 
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MLelasurels) yaitu pelm lbelrian pelrtanyaan yang selrupa diwaktu yang belrbelda untuk 

dilihat kelkonsistelnan jawaban relspondeln telrselbut. 2. Pelngukuran selkali saja (One l 

Shot) yaitu pelngukuran delngan pelrtanyaan yang belrbeldauntuk dikorellasikan 

delngan jawaban pelrtanyaan lain. Deltelksinya m lelnggunakan Alpha Cronbach (α) 

delngan kritelria, bila Alpha Cronbach di atas 0,60 m laka itelm l-itelm l pada variabell 

telrselbut diandalkan/relliabell (Ghozali, 2021). 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Layak tidaknya data pelnellitian diuji delngan asum lsi klasik (Ghozali, 2021). 

Hasil pelngujian haruslah m lelnjadi pelrsam laan telrbaik di m lana relsidual data 

belrdistribusi norm lal, tidak m lelngandung m lultikolinelaritas dan he ltelroskeldastisitas. 

Jika selgala asum lsi telrpe lnuhi dalam l relgrelsi m laka dapat dipelrkirakan hasil yang 

didapatkan akan belrsifat Belst Linelar Unbiaseld ELstimlator (BLUEL). Untuk lelbih 

m lelm laham linya, dapat dijellaskan m lellalui pe lnjellasan belrikut: 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Uji Norm lalitas m le lnguji variabell delpe lndeln m laupun variabell indelpelndeln 

m lelm lpunyai distribusi norm lal atau tidak. Uji norm lalitas bisa dianalisis delngan 

grafik m laupun analisis statistik. Uji analisis statistik yaitu m lellalui uji Kolm logorov 

Smlirnov. Dim lana dapat dikatakan norm lal apabila m lelm lelnuhi kritelria selbagai 

belrikut.  

• Jika p valuel  > α 0,05 m laka dikatakan data belrdistribusi norm lal 

• Jika p valuel  < α 0,05 m laka dikatakan data belrdistribusi tidak 

norm lal 

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas 
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Uji ini belrfungsi dalam l m lellihat e lksistelnsi (kelbelradaan) antar variabell 

indelpelndeln yang belrkorellasi. Deltelksinya dilakukan delngan nilai tolelrancel dan 

VIF di seltiap Indelpelndeln variablel, bila tolelrancel belrnilai di atas 0,1 atau VIF 

belrnilai di bawah 10, m laka geljala m lultikolinelaritas tidak telrjadi pada mlodell. 

(Ghozali, 2021). 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini belrfungsi dalam l untuk m lellihat varian relsidual yang tidak sam la 

antar data pelnellitian. Deltelksinya m lellalui scattelrplot dan uji Gleljselr. Kritelria uji  

yang digunakan yaitu tidak telrjadi heltelroskeldastisitas bila scattelrplot 

m lelnghasilkan pola acak di atas dan di bawah angka nol pada sum lbu Y dan nilai 

signifikansi uji Gleljselr belrada di atas 0,05 (Ghozali, 2021). 

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis relgrelsi linielr belrganda belrfungsi dalam l mlelm lpelrlihatkan arah 

pelngaruh dan hubungan antara variabell telrikat delngan variabell belbasnya 

(Ghozali, 2021). Analisis relgrelsi linelar belrganda ini digunakan untuk m lelngeltahui 

pelngaruh pe lm laham lan pelraturan pe lrpajakan, sanksi pajak, kelsadaran wajib pajak, 

akuntabilitas pellayanan publik, dan kelwajiban m loral telrhadap kelpatuhan wajib 

kelndaraan belrm lotor di Sam lsat Selm larang I delngan alat analisis statistika yang 

didukung delngan softwarel SPSS. 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + + β4X4 + β5X5 + el 

Keltelrangan : 

 Y = KWP 

α = Konstanta  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + + β4X4 + β5X5 + el 
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β1-β5 = Koelfisieln Relgrelsi 

X1 = PWP 

X2 = SP 

 X3 = KWP 

X4 = APP 

X5 = KML 

el = ELror Telrm l 

3.6.5 Koefisien Determinasi 

Uji ini belrfungsi dalam l mlellihat kelm lam lpuan mlodell dalam l untuk 

m lelnjellaskan variabilitas delpelndelnnya. Nilainya belrkisar antara nol hingga satu. 

Bila dihasilkan nilai koelfisieln deltelrm linasi (R2) yang kelcil artinya selm lua variabell 

indelpelndeln yang digunakan m lelm lpunyai keltelrbatasan untuk m lelnjellaskan variabell 

delpelndelnnya. Seldangkan dihasilkan nilai koelfisieln deltelrm linasi (R2) yang ham lpir 

belrnilai 1 artinya selm lua variabell indelpelndeln yang digunakan m lelm lpunyai 

keltelrkaitan inform lasi yang sangat elrat dalam l m lelnjellaskan variabell delpelndelnnya 

(Ghozali, 2021). 

3.6.6 Uji F (F-test) 

Uji ini belrfungsi dalam l m lellihat selcara belrsam la-sam la pelngaruh dari 

variabell indelpelndeln atas delpelndelnnya. Kritelria uji F yaitu bila signifikansi F di 

bawah 0,05 m laka selcara belrsam la-sam la variabell indelpelndeln m lelm lpe lngaruhi 

variabell delpelnde lnnya (Ghozali, 2021) 

3.6.7 Uji t (test) 
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Uji ini belrfungsi dalam l m lellihat pelngaruh seltiap variabell indelpelndeln dapat 

m lelm lpelngaruhi variabell delpelndelnnya (Ghozali, 2021). Kritelria uji t yaitu bila 

signifikansi t di bawah 0,05 m laka variabell belbas selcara parsial m lelm lpelngaruhi 43 

variabell delpelndelnnya (Ha ditelrim la) (Ghozali, 2021). Apabila tingkat signifikan < 

0,05 belrarti Ha ditelrim la dan Ho ditolak, seldangkan apabila nilai signifikan 

m lelnunjukan > 0,05 dapat diartikan Ho ditelrim la Ha ditolak. 
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Bab IV 

Hasil Dan Pembahasan 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Dalam l pelne llitian ini, mleltodel pelngum lpulan data m lelnggunakan m le ltode l 

accidielntal samlpling. Kuelsionelr diselbar disam lsat dan diselbarkan kelpada 

wajib pajak kelndaraan belrm lotor di Sam lsat Selm larang 1. Dalam l Pelnellitian 

ini pelnelliti m lelndapatkan selbanyak 100 relspondeln yang belrsum lbelr 

langsung dari wajib pajak kelndaraan belrm lotor di Sam lsat Selm larang 1. 

Delskripsi hasil pelnghasilan data dijabarkan pada tabell 4.1 belrikut ini: 

Tabel 4.1 Hasil Penghasilan data  

Selbaran Kuelsionelr 100 Kuelsionelr 

Total Capaian Kuelsionelr 100 Kuelsionelr 

 

4.2 Analisis Deskriptif 

Keltelrangan relsponde ln dibutuhkan guna m lelngam lbarkan dan m lelm laham li 

latar be llakang relspondeln selbellum l dilakukan pelm lelriksaan lelbih lanjut. 

Belrdasarkan hasil surveli telrhadap 100 relspondeln,dapat ditelntukan 

karaktelristik relspondeln yaitu: 
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4.1.1 Jenis Kelamin 

Delskripsi idelntitas relspondeln m lelnurut jelnis kellam lin dijabarkan pada 

tabell 4.2 belrikut ini: 

Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jelnis Kellam lin Jum llah Prelselntasel 

1 Laki-laki 82 82% 

2 Pelrelm lpuan 18 18% 

Jum llah 100 100% 

Sum lbelr: Data Prim lelr diolah Tahun 2024 

Tabell 4.2 bisa disim lpulkan jika dari 100 relspondeln yang m lelnelrim la 

kuelsionelr, selbagaian be lsar relspondeln belrjelnis kellam lin laki-laki yaitu 

82 relspondeln delngan prelselntase l 82%, seldangkan relspondeln 

pelrelm lpuan selbanyak 18 orang delngan prelselntasel 18% 

4.1.2 Usia 

Delskripsi idelntitas relspondeln belrdasarkan usia dijabarkan pada tabell 

4.3 belrikut ini: 

Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jum llah Prelselntasel 

1 20-25 Tahun 53 53% 

2 26-35 Tahun 36 36% 

3 >35 Tahun 11 11% 

Jum llah 100 100% 

Sum lbelr : Data Prim lelr yang diolah Tahun 2024 
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Kelsim lpulan dari tabell 4.3 adalah dari 100 relspondeln yang dibelrikan kuelsionelr, 

usia relspondeln te lrbanyak pada re lntang 20-25 tahun adalah 53 relspondeln dan 

proporsinya adalah 53% Pada kellom lpok usia 26-35 tahun selbanyak 36 relspondeln 

dan proporsinya 36%, kelm ludian kellom lpok usia lelbih dari 35 tahun selbanyak 11 

relspondeln delngan proporsinya 11%. 

4.1.3 Jenis Kendaraan  

Delskripsi idelntitas relspondeln belrdasarkan jelnis kelndaraan dijabarkan 

pada tabell 4.4 belrikut ini: 

Tabel 4. 4 Tabel Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan 

No Jelnis Kelndaraan Jum llah Prelselntasel 

1 Roda 2 84 84% 

2 Roda 4 16 16% 

Jum llah 100 100% 

Sum lbelr : Data Prim lelr diolah Tahun 2024 

Dari grafik dan tabell bisa  disim lpulkan jika dari 100 relspondeln yang m lelnelrim la 

kuelsionelr, jum llah relspondeln delngan kelpelm lilikan roda 2, selbanyak 84 relspondeln 

delngan pelrse lntasel 84%, seltellah itu jum llah relspondeln delngan kelpelm lilikan roda 4, 

selbanyak 16 relspondeln delngan prelselntasel 16 %. 
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4.3 Statistik Deskriptif 

Statistik delskriptif belrtujuan m lelngukur variabell dalam l pelnellitian ini selsuai 

jum llah relspondeln selbanyak 100 orang, delngan m lasing-m lasing variabell yang  

telrm lasuk dalam l pelnellitian ini m lelliputi pelm laham lan pelraturan pelrpajakan, sanksi 

pajak, kelsadaran wajib pajak, akuntabilitas pellayanan publik, kelwajiban m loral 

dan kelpatuhan wajib pajak. 

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif 

 N MLinim luml MLaximlum l MLelan Std. 

Delviation 

X1 100 16 30 25.27 2.578 

X2 100 20 30 25.88 1.719 

X3 100 26 40 34.90 2.333 

X4 100 30 40 34.92 2.173 

X5 100 20 35 29.91 2.892 

Y 100 16 25 21.22 1.612 

Valid N 

(listwisel) 

100     

Sum lbelr: Hasil Olah Data SPSS, 2024 

Belrdasarkan tabe ll statistik delskriptif di atas, dapat dijellaskan m lasing-m lasing 

variabell  

1. Kelpatuhan Wajib Pajak (Y)  

Kelpatuhan Wajib Pajak mlelm liliki nilai mlinimlal 16 dan nilai mlaksim lal 25 dari 

total pelnilaian indelks kelpatuhan wajib pajak, selhingga nilai rata-rata kelpatuhan 

wajib pajak adalah 21,22 dan nilai standar delviasi 1,612. Nilai standar delviasi 

lelbih kelcil dari rata-rata m lelnunjukkan bahwa data telrdistribusi selcara m lelrata, 

artinya pelnellitian m lelm liliki bias data yang kelcil.  
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2. Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan (X1) 

Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan m lelm liliki nilai m linimlal 16 dan nilai m laksim lal 

30 dari total pelnilaian indelks kelpatuhan wajib pajak, selhingga nilai rata-rata 

kelpatuhan wajib pajak adalah 25,27 dan nilai standar delviasi 2,578. Nilai standar 

delviasi lelbih kelcil dari rata-rata m lelnunjukkan bahwa data telrdistribusi selcara 

m lelrata, artinya pelnellitian m lelm liliki bias data yang kelcil.  

3. Sanksi Pajak 

Sanksi Pelrpajakan m lelm liliki nilai mlinim lum l 20 dan nilai m laksim lum l selbelsar 30. 

Adapun nilai rata-rata dari pelm laham lan sanksi pelrpajakan selbelsar 25,88 dan nilai 

standar delviasi selbelsar 1,719. Nilai standar delviasi mlelm liliki nilai lelbih relndah 

dibandingkan delngan nilai rata-rata, m lelnunjukkan data m lelnyelbar se lcara m lelrata, 

m lelm liliki mlakna telrjadi pelnyim lpangan data yang relndah dalam l pelnellitian. 

4. Kelsadaran Wajib Pajak 

Kelsadaran Wajib Pajak m lelm liliki nilai mlinimlum l 26 dan nilai m laksim luml selbelsar 

40. Adapun nilai rata-rata dari ke lsadaran wajib pajak selbelsar 34,90 dan nilai 

standar delviasi selbelsar 2,333. Nilai standar delviasi mlelm liliki nilai lelbih relndah 

dibandingkan delngan nilai rata-rata, m lelnunjukkan data m lelnyelbar se lcara m lelrata, 

m lelm liliki mlakna telrjadi pelnyim lpangan data yang relndah dalam l pelnellitian. 

5. Akuntabilitas Pellayanan Publik 

Akuntabilitas Pellayanan Publik m lelm liliki nilai m linim lum l 30 dan nilai m laksim luml 

selbelsar 40. Adapun nilai rata-rata dari kelsadaran wajib pajak selbelsar 34,92 dan 
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nilai standar delviasi selbelsar 2,173. Nilai standar delviasi m lelm liliki nilai lelbih 

relndah dibandingkan delngan nilai rata-rata, m lelnunjukkan data m lelnyelbar selcara 

m lelrata, m le lm liliki mlakna telrjadi pelnyim lpangan data yang re lndah dalam l pelnellitian 

6. Kelwajiban M Loral 

Kelwajiban MLoral m lelm liliki nilai m linim luml 20 dan nilai m laksim lum l selbelsar 35. 

Adapun nilai rata-rata dari kelsadaran wajib pajak selbelsar 29,91 dan nilai standar 

delviasi selbelsar 2,892 Nilai standar de lviasi m lelm liliki nilai lelbih relndah 

dibandingkan delngan nilai rata-rata, m lelnunjukkan data m lelnyelbar se lcara m lelrata, 

m lelm liliki mlakna telrjadi pelnyim lpangan data yang relndah dalam l pelnellitian. 

4.4 Uji Kualitas Data 

 Uji ini digunakan untuk m lelnguji data prim lelr, dikarelnakan data 

yang didapat pelnulis m lelrupakan data prim lelr m laka dilakukan dua uji 

kualitas data yaitu uji validitas dan uji relliabilitas 

4.4.1 Uji Validitas 

 Uji validitas m lelrupakan suatu pe lngujian untuk m lelm lelriksa 

kelbelnaran dan kellayakan dari instrum lelnt pelngukuran hasil 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas 

No Variabe ll/Indikator r hitung r tabell Keltelrangan 

1 Pelm laham lan pe lraturan 

Pelrpajakan 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X1.6 

 

 

0,522 

0,535 

0,674 

0,640 

0,569 

0,630 

 

 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

2 Sanksi Pajak 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

X2.6 

 

0,464 

0,360 

0,644 

0,464 

0,480 

0,541 

 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

3 Kelsadaran Wajib Pajak 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

X3.6 

X3.7 

X3.8 

 

0,527 

0,523 

0,469 

0,518 

0,486 

0,378 

0,556 

0,396 

 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

4 Akuntabilitas Pellayanan Publik 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

X4.4 

X4.5 

X4.6 

X4.7 

X4.8 

 

0,508 

0,489 

0,529 

0,478 

0,469 

0,476 

0,357 

0,424 

 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

5 Kelwajiban MLoral 

X5.1 

X5.2 

X5.3 

 

0,371 

0,383 

0,770 

 

0,196 

0,196 

0,196 

 

Valid 

Valid 

Valid 
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X5.4 

X5.5 

X5.6 

X5.7 

0,761 

0,635 

0,662 

0,346 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

6 Kelpatuhan Wajib Pajak 

Y.1 

Y.2 

Y.3 

Y.4 

Y.5 

 

0,361 

0,546 

0.505 

0,626 

0,461 

 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sum lbelr: Hasil data olah SPSS, 2024 

Dari hasil pelngujian validitas pada tabell diatas, kuelsionelr dari 6 variabell yang 

m lelm liliki total 40 itelm l pelrtanyaan kuelsionelr tellah diisi selbanyak 100 relspondeln 

pada pelnellitian ini. Untuk m lelngeltahui suatu data dapat dinyatakan valid atau 

tidaknya delngan m lelncari nilai rhitung dan nilai signifikansi.  

 Untuk m lelngeltahui batas dari rhitung adalah delngan m lelnggunakan tabell, 

pada pelnellitian ini mlelnggunakan rtabell delngan jum llah relspondeln 100 orang, 

selhingga didapatkan hasil rtabell = 0,196. Dari hasil pelrhitungan uji validitas 

diatas, dapat dilihat bahwa rhitung  > 0,196. Untuk mlelngeltahui nilai 

signifikansinya adalah keltika nilai signifikansinya < 0,05 mlaka kuelsionelr telrselbut 

dikatakan valid. 

Dari Hasil Pelrhitungan uji validitas diatas, bisa dikeltahui jika nilai signifikansi 

yang ada pada kuelsionelr adalah kurang dari 0,05. Selhingga hal ini m lelnunjukan 

bahwa selm lua data yang telrdapat pada pelnellitian ini dapat dinyatakan valid dan 

tellah m lelm lelnuhi uji validitas 
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4.4.2 Uji Realibilitas 

Uji yang dilakukan untuk m lelnguji konsistelnsi atau kelstabilan jawaban dari 

relspondeln. Suatu kuelsionelr diselbut rellie lbell m lelm lbelrikan nilai Cronbach Alpha 

(α) > 0,60. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabe ll Croncoach Alpha Keltelrangan 

Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan 0,636 Relliabell 

Sanksi Pajak 0,682 Relliabell 

Kelsadaran Wajib Pajak 0,629 Relliabell 

Akuntabilits Pellayanan Publik 0,781 Relliabell 

Kelwajiban MLoral 0,663 Relliabell 

Kelpatuhan Wajib Pajak 0,666 Relliabell 

Sum lbelr: Data yang diolah SPSS, 2024 

 Belrdasarkan hasil uji diatas, nilai Cronbach’s Alpha dan Comlposite l  

Relliability pada seltiap variabell belrnilai > 0,60. Dalam l hal ini bisa disim lpulkan 

jika kuelsionelr variabell pelnellitian dinyatakan relliablel selhingga kuelsionelr dapat 

dipelrcaya dan tellah m lelm lelnuhi uji relliabilitas. 
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4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Pada uji norm lalitas data dapat dilakukan delngan m lelm lakai uji 1 sam lpell 

Kolm logorov-Sm lirnov, delngan syarat data belrdistribusi norm lal jika nilai 

signifikansi lelbih belsar dari 5% atau 0,05. Selbaliknya, jika hasil uji 1 sam lpell 

Kolm logorov-Sm lirnov signifikan kurang dari 5% atau 0,05 mlaka data tidak 

belrdistribusi norm lal. Hasil uji norm lalitas delngan uji Kolm logorov-Sm lirnov 

m lelm lakai program l SPSS adalah selbagai belrikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandard

izeld 

Relsidual 

N 100 

Norm lal Param leltelrsa,b MLelan .0000000 

Std. 

Delviation 

1.2554945

6 

MLost ELxtrelm lel 

Diffelrelncels 

Absolutel .049 

Positivel .045 

Nelgativel -.049 

Telst Statistic .049 

Asym lp. Sig. (2-taileld) .200c,d 

a. Telst distribution is Norm lal. 

b. Calculateld from l data. 

c. Lillielfors Significance l Correlction. 

d. This is a lowelr bound of thel truel significancel. 
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Sum lbelr: Data yang diolah SPSS, 2024 

Belrdasarkan hasil uji diatas, nilai Onel Sam lplel Kom logorov Sm lrinov belrnilai > 

0,05. Dalam l hal ini dapat disimlpulkan bahwa variabell pelnellitian belrdistribusi 

norm lal. 

4.5.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji mlultikolinelaritas belrtujuan untuk m lelnguji apakah m lodell relgrelsi 

m lelnelm lukan adanya korellasi (be lbas) antar variabell belbas. Ada dua cara untuk 

m lelndeltelksi m lultikolinelaritas yaitu delngan m lellihat tabell VIF (Variancel Inflation 

Factor) dan nilai tolelrancel. Delngan asum lsi nilai VIF <10 adadan nilai tolelrancel 

adalah >10, artinya tidak telrjadi m lultikolinelaritas pada m lodell relgrelsi dan 

selbaliknya. Hasil uji m lultikolinelaritas: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabe ll 

Collinelarity Statistics Keltelrangan 

Tolelrancel VIF MLultikolinielritas 
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Pelm laham lan Pelraturan 

Pelrpajakan 

,580 1,725 Tidak Ada 

Sanksi Pajak ,795 1,258 Tidak Ada 

Kelsadaran Wajib Pajak ,726 1,378 Tidak Ada 

Akuntabilitas Pellayanan 

Publik 

,769 1,301 Tidak Ada 

Kelwajiban M Loral ,596 1,679 Tidak Ada 

Sum lbelr: Hasil olah data SPSS, 2024 

Belrdasarkan hasil uji diatas, m lelnunjukan bahwa selm lua variabell pelnellitian 

yang telrdiri dari m lelliputi pelm laham lan pelraturan pe lrpajakan, sanksi pajak, 

kelsadaran wajib pajak, akuntabilitas pellayanan publik, dan kelwajiban m loral 

m lelm lpunyai nilai tolelrancel yang lelbih belsar dari 0,10 ( tolelrancel > 0,10) selrta 

m lelm liliki nilai VIF kurang dari 10 (VIF < 10) . bisa disim lpulkan jika selm lua 

variabell pelnellitian tidak telrjadi m lultikolinielritas. 

4.5.3  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heltelroskeldastisitas digunakan untuk m lelnguji apakah telrdapat 

keltidaksam laan varians dari relsidual satu pelngam latan kel pelngam latan 

lainnya dalam l m lodell relgrelsi. Uji heltelroskeldastisitas m lelnggunakan koelfisieln 

signifikansi yang tellah ditelntukan selbellum lnya selbelsar 5% (0,05). Tingkat 

signifikansi > 0,05 m lelnunjukkan adanya gangguan heltelroskeldastisitas atau 

adanya hom loskeldastisitas. Jika tidak telrjadi heltelroskeldastisitas m laka m lodell 

relgre lsi dikatakan baik. Hasil uji heltelroskeldastisitas adalah selbagai belrikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

Variabe ll Unstandardizeld Coelfficielnts t Sig. 

B Std. ELrror 

(Constant) 1.088 2,685 -,714 ,477 

Pelm laham lan Pelraturan 

Pelrpajakan 

,049 ,037 -1,317 ,191 

Sanksi Pajak ,030 ,048 -,627 ,532 

Kelsadaran Wajib Pajak ,019 ,037 ,504 ,616 

Akuntabilitas Pellayanan 

Publik 

,075 ,039 1,939 ,056 

Kelwajiban MLoral ,029 ,033 ,876 ,384 

a. Delpe lndelnt Variablel: Abs_rels 

Sum lbelr: Hasil Olah Data SPSS, 2024 

Belrdasarkan hasil uji diatas, dapat dilihat hasil pelrhitungan telrse lbut m lelnunjukan 

bahwa variabell pelm laham lan pelraturan pelrpajakan, sanksi pajak, kelsadaran wajib 

pajak, akuntabilitas pellayanan publik, dan kelwajiban m loral m lelnunjukan tidak 

telrdapat gangguan he ltelroskeldastisitas, dim lana m lelm liliki nilai signifikansi > 0,05. 

Selhingga dapat disim lpulkan bahwa variabell pelnellitian tidak  telrdapat m lasalah 

heltelroskeldastisitas 

Gambar 4.1 Uji Scatterplot 
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Sum lbelr: Hasil Olah Data SPSS 2024 

Belrdasarkan hasil uji scattelrplot diatas, telrlihat bahwa titik-titik yang ada 

tidak m lelnunjukan pola telrtelntu atau belrkum lpul m lelm lbelntuk suatu pola, titik-titik 

yang ada telrlihat m lelnyelbar, m laka dapat dikatakan bahwa tidak telrjadi 

heltelroskeldastisitas, 

4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  

M Lodell relgrelsi linielr belrganda yang baik ialah yang selsuai delngan 

kritelria pada asum lsi klasik yaitu data harus belrdistribusi normlal, m lodell harus 

belbas dari m lultikolonielritas, dan tidak telrdapat heltelrokeldastisitas. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

MLodell Unstandardizeld 

Coelfficielnts 

Standar

dizeld 

Coelffici

t Sig. 
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elnts 

B Std. 

ELrror 

Belta 

1 (Cons

tant) 

1.884 2.685  .702 .485 

X1 .077 .066 .123 1.163 .248 

X2 .183 .084 .195 2.162 .033 

X3 .144 .065 .209 2.212 .029 

X4 .139 .068 .187 2.041 .044 

X5 .093 .058 .168 1.612 .110 

a. Delpe lndelnt Variablel: Y 

Sum lbelr: Data yang diolah SPSS, 2024 

 Belrdasarkan tabe ll ,dipelrolelh pelrsam laan relgrelsi yang dihasilkan yaitu: 

Y= 1.884 + 0,077X1 + 0,183X2 + 0,144X3 + 0,139X4 + 0,093X5 + el 

 Keltelrangan: 

Y: Kelpatuhan Wajib Pajak 

X1: Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan 

X2: Sanksi Pajak 

X3: Kelsadaran Wajib Pajak 

X4: Akuntabilitas Pellayanan Publik 

X5: Kelwajiban MLoral 

el: ELrror 

Dari pelrsam laan relgrelsi, m laka bisa m lelndapatkan kelsim lpulan yaitu :  

1. Nilai konstanta yang dipelrolah dari hasil uji diatas m lelm liliki nilai positif  

selbelsar 1,884 Tanda positif artinya mlelnunjukan pelngaruh yang selarah 

antara variabell indelpelndeln dan variabe ll delpelndeln. Hal ini m lelnunjukan 



60 
 

 
 

bahwa selm lua variabell indelpelndeln yang m lelliputi pelm laham lan pe lraturan 

pelrpajakan, sanksi pajak, kelsadaran wajib pajak, akuntablitas pellayanan 

publik, dan kelwajiban m loral delngan nilai sig 0,485 (dibawah 5%) 

dianggap teltap atau konstan, m laka nilai kelpatuhan wajib pajak adalah 

selbelsar 1,884. 

2. Nilai koelfisieln Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan (X1) adalah se lbelsar 

0,077 belrnilai positif, artinya bahwa seltiap kelnaikan satuan variabe ll 

pelm laham lan pelraturan pelrpajakan, m laka akan m lelningkatkan kelpatuhan 

wajib pajak 

3. Nilai koelfisieln Sanksi Pelrpajakan (X2) adalah selbelsar 0,183  belrnilai 

positif, artinya bahwa seltiap kelnaikan satuan variabell sanksi pelrpajakan , 

m laka akan m lelningkatkan kelpatuhan wajib pajak.  

4. Nilai koelfisieln Kelsadaran Wajib Pajak (X3) adalah selbe lsar 0,144  

belrnilai positif, artinya bahwa seltiap kelnaikan satuan variabell sanksi 

pelrpajakan , m laka akan m lelningkatkan kelpatuhan wajib pajak. Tanda 

positif artinya m lelnujukan pelngaruh selarah antara variabell indelpelndeln dan 

variabell delpelnde ln. 

5. Nilai koelfisieln Akuntabilitas Pellayanan Publik (X4) adalah selbelsar 

0,139  belrnilai positif, artinya bahwa seltiap kelnaikan satuan variabell sanksi 

pelrpajakan , m laka akan m lelningkatkan kelpatuhan wajib pajak. Tanda 

positif artinya m lelnujukan pelngaruh selarah antara variabell indelpelndeln dan 

variabell delpelnde ln 
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6. Nilai koelfisieln Kelwajiban MLoral (X5) adalah selbelsar 0,093, 

m lelnunjukan bahwa nilai koelfisieln relgrelsi m lelm lpunyai arah positif yang 

dapat diartikan bahwa seltiap kelnaikan satuan variabell pelm laham lan 

pelraturan pelrpajakan, m laka akan m le lningkatkan kelpatuhan wajib pajak. 

4.7 Uji Kebaikan Model 

4.7.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

  Uji Signifikan Simlultan (Uji F) belrfungsi guna selcara sim lultan 

(belrsam laan) m lelm lvelrifikasi pelngaruh variabell belbas dan m lelnelntukan 

apakah pe lngaruhnya signifikan telrhadap variabell telrikat. Dapat dikatakan 

belrpelngaruh sim lultan dan signifikan m lelnggunakan acuan tingkat 

signifikansi selbelsar 5%. Adapun hasil dari uji signifikan sim lultan (Uji F) 

selbagai belrikut: 

 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

MLodell Sum l of 

Squarels 

df MLelan 

Squarel 

F Sig. 

1 Relgrelssion 101.110 5 20.222 12.181 .000b 

Relsidual 156.050 94 1.660   
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Total 257.160 99    

a. Delpe lndelnt Variablel: Y 

b. Preldictors: (Constant), X5, X2, X4, X3, X1 

Sum lbelr: Data yang diolah SPSS, 2024 

 Belrdasarkan tabell 4.13, m lelnujukkan nilai Fhitung selbelsar 12,181 

delngan signifikansi 0,000 atau lelbih kelcil dari 0,05. Hal ini belrarti selm lua 

variabell indelpelndeln (pelm laham lan pelraturan pelrpajakan, sanksi pajak, 

kelsadaran wajib pajak, akuntabilitas pellayanan publik, kelwajiban m loral) 

selcara belrsam laan belrpelngaruh telrhadap variabell delpelndeln (kelpatuhan 

wajib pajak). 

4.7.2 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R Square) 

  Koelfisieln deltelrm linasi dilakukan delngan tujuan untuk m lelngeltahui 

atau m lelngukur selbelrapa belsar pelngaruh variabell indelpelndeln (pelm laham lan 

pelraturan pe lrpajakan, sanksi pajak, ke lsadaran wajib pajak, akuntabilitas 

pellayanan publik, kelwajiban m loral) telrhadap variabell delpelndeln 

(kelpatuhan wajib pajak). Adapun hasil koelfisieln deltelrm linasi (R2) dapat 

dilhat pada tabell belrikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Koefisien Determinasi 

MLodell Sumlm laryb 

MLodell R R Squarel Adjusteld R 

Squarel 

Std. ELrror of thel 

ELstimlatel 
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Sum lbelr: Data yang diolah SPSS, 2024 

 MLelnurut hasil tabell 4.14 dapat dikeltahui nilai adjusteld R square l 

adalah se lbelsar 0,361 atau 36,1%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabell 

pelm laham lan pe lraturan pelrpajakan, sanksi pajak, kelsadaran wajib pajak, 

akuntabilitas pelayanan public, dan kelwajiban m loral belrpelngaruh telrhadap 

kelpatuhan wajib pajak selbelsar 36,1% seldangkan 63,9% dipelngaruhi variabell 

lainnya. 

4.8 Hasil Uji Hipotesis 

4.8.1 Hasil Uji t 

 Uji statistik t dipakai guna m lelngeltahui apakah variabell belbas selcara 

individual belrpelngaruh selcara signifikan telrhadap variabell telrikat. Jika nilai 

signifikansi t < 0,05 mlelnandakan bahwa variabell belbas m lelm lpunyai pelngaruh 

yang signifikan telrhadap variabell telrikat belgitupun selbaliknya 

 

Tabel 4.15 Hasil Uji t 

Coefficientsa 

MLodell Unstandardizeld 

Coelfficielnts 

Standar

dizeld 

Coelffici

elnts 

t Sig. 

B Std. 

ELrror 

Belta 

1 .627a .393 .361 1.288 

a. Preldictors: (Constant), X5, X2, X4, X3, X1 

b. Delpelndelnt Variablel: Y 
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1 (Cons

tant) 

1.884 2.685  .702 .485 

X1 .077 .066 .123 1.163 .248 

X2 .183 .084 .195 2.162 .033 

X3 .144 .065 .209 2.212 .029 

X4 .139 .068 .187 2.041 .044 

X5 .093 .058 .168 1.612 .110 

a. Delpe lndelnt Variablel: Y 

Sum lbelr: Data yang diolah SPSS, 2024 

 Belrdasarkan tabe ll  4.15 , m laka dapat diintelrprelstasikan selbagai 

belrikut: 

1. Pelngaruh Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan telrhadap Kelpatuhan Wajib Pajak 

 Hasil pelngujian hipote lsis variabell m lelnunjukan bahwa selcara parsial pelm laham lan 

pelraturan pe lrpajakan tidak belrpelngaruh dan tidak signifikan telrhadap kelpatuhan 

wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikansinya yaitu selbelsar 0,248 > 0,05, 

m laka dapat disim lpulkan, H1 ditolak dan H0 ditelrim la. Selhingga hipotelsis pelrtam la 

(H1) yang belrbunyi “Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan belrpelngaruh positif 

signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak” ditolak 

 

 

2. Pelngaruh Sanksi Pajak telrhadap kelpatuhan wajib pajak  

Hasil pelngujian hipotelsis variabell m lelnunjukan bahwa selcara parsial sanksi pajak 

belrpelngaruh dan signifikan telrhadap ke lpatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikansinya yaitu selbelsar 0,033 < 0,05, m laka dapat disim lpulkan H2 
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ditelrim la dan H0 ditolak. Selhingga hipotelsis keldua (H2) yang belrbunyi “Sanksi  

Pajak belrpelngaruh positif signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak” ditelrim la. 

3. Pelngaruh Ke lsadaran Wajib Pajak telrhadap kelpatuhan wajib pajak  

Hasil pelngujian hipotelsis variabell m lelnunjukan bahwa selcara parsial kelsadaran 

wajib pajak belrpelngaruh dan signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu selbelsar 0,029 < 0,05, m laka dapat 

disimlpulkan H3 ditelrim la dan H0 ditolak. Selhingga hipotelsis keldua (H3) yang 

belrbunyi “Kelsadaran Wajib Pajak belrpelngaruh positif signifikan telrhadap 

kelpatuhan wajib pajak” ditelrim la. 

4. Pelngaruh Akuntabilitas Pellayanan Publik telrhadap kelpatuhan wajib pajak 

Hasil pelngujian hipotelsis variabell m lelnunjukan bahwa selcara parsial akuntabilitas 

pellayanan publik belrpelngaruh dan signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu selbelsar 0,044 < 0,05, m laka dapat 

disimlpulkan H4 ditelrim la dan H0 ditolak. Selhingga hipotelsis keldua (H4) yang 

belrbunyi “Akuntabilitas Pellayanan Publik belrpelngaruh positif signifikan telrhadap 

kelpatuhan wajib pajak” ditelrim la. 

 

5. Pelngaruh Ke lwajiban MLoral telrhadap kelpatuhan wajib pajak 

Hasil pelngujian hipotelsis variabell m lelnunjukan bahwa selcara parsial kelwajiban 

m loral tidak belrpelngaruh dan tidak signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak. Hal 

ini dilihat dari nilai signifikansinya yaitu selbelsar 0,110 > 0,05, m laka dapat 
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disimlpulkan, H5 ditolak dan H0 ditelrim la. Selhingga hipotelsis pelrtam la (H5) yang 

belrbunyi “Kelwajiban MLoral belrpelngaruh positif signifikan telrhadap kelpatuhan 

wajib pajak” ditolak 

4.9 Pembahasan  

 Pelnellitian ini mlelnguji pelngaruh dari variabell indelpelndeln adalah 

pelm laham lan pe lraturan pelrpajakan, sanksi pajak, kelsadaran wajib pajak, 

akuntabilitas pelayanan public, dan kelwajiban m loral telrhadap variabell delpelndeln 

yaitu kelpatuhan wajib pajak ke lndaraan belrm lotor di wilayah sam lsat selm larang 1. 

Belrdasarkan data pelne llitian yang tellah dianalisis, ringkasan hasil pelnellitian dapat 

dilihat pada uraian dibawah ini : 

4.9.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib pajak 

 Hipotelsis 1 m lelnyatakan bahwa pelm laham lan pelraturan pelrpajakan 

belrpelngaruh positif telrhadap ke lpatuhan wajib pajak wajib pajak. Belrdasarkan 

hasil pelngujian, variabell pelm laham lan pelraturan pelrpajakan telrbukti tidak 

belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak yang belrarti hipotelsis ditolak. 

MLelskipun pelm laham lan pelraturan seltiap wajib pajak kelndaraan belrm lotor yang 

belropelrasi di Samlsat selm larang 1 tinggi, namlun tidak dapat m lelm lpelngaruhi tingkat 

kelpatuhan wajib pajak. 

 Dikarelnakan pelngeltahuan pelm laham lan pelrpajakan yang dibelrikan olelh 

pelm lelrintah baik m lellalui m leldia celtak, ellelktronik ataupun selcara langsung delngan 
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sosialisasi bahkan m lellalui elvelnt kelgiatan pam lelran yang m lelngajak m lasyarakat 

untuk belrpartisipasi bellum l telntu m lam lpu m lelningkatkan pelm laham lan pelrpajakan.  

 Hasil ini mlelndukung pelnellitian yang dilakukan olelh (MLelutia elt al., 

2021) yang m lelnyatakan bahwa pelm laham lan pelraturan pelrpajakan tidak 

belrpelngaruh signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak, karelnakan kelbingungan 

pellaku wajib pajak kelndaraan belrm lotor selrta keltidaktahuan m lasyarakat akan 

belrlakunya wajib pajak kelndaraan belrm lotor yang belrkaitan delngan telnggat waktu 

dan biaya pelm lbayaran pajak kelndaraan belrm lotor selhingga banyak dari pellaku 

wajib pajak telrselbut tidak patuh dalam l m lelm lelnuhi selgala kelwajiban pajak 

kelndaraan belrm lotor yang m lelrelka m liliki. Hal itu dikarelnakan tingkat pelm laham lan 

pelrpajakan yang relndah yang dim lana wajib pajak tidak m lelngeltahui fungsi dari 

pajak yang tellah dibayarkan 

4.9.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Hipotelsis 2 m lelngasum lsikan jika sanksi pajak belrpelngaruh positif 

signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak. Belrdasarkan hasil pelngujian 

m lelnunjukkan bahwa variabell sanksi pelrpajakan selcara belrpelngaruh positif 

telrhadap wajib pajak dan tidak signifikan yang belrarti hipotelsis dite lrim la. Sanksi 

pelrpajakan sudah m lam lpu m lelyakinkan wajib pajak untuk m lelm lelnuhi kelwajiban 

pelrpajakannya. Kelsadaran akan sanksi pelrpajakan rellatif tinggi di Sam lsat 

Selm larang 1, m laka hal telrselbut dapat m lelm lpelngaruhi kelpatuhan wajib pajak wajib 

pajak 
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 Ditelrim lanya H2 selsuai delngan telori atribusi dim lana pelrilaku 

selselorang dipelngaruhi olelh faktor elkstelrnal yaitu pelrilaku yang diselbabkan dari 

luar wajib pajak, yang selcara tidak langsung dapat m lelm lpelngaruhi kelpatuhan 

wajib pajak dalam l m lelm lelnuhi kelwajiban pelrpajakannya. pelnelrapan sanksi 

pelrpajakan adalah untuk m lelnghukum l, selkaligus m lelndidik wajib pajak yang 

telrbukti m lellanggar pelraturan pelrpajakan yang belrlaku agar tidak lagi 

m lelrelm lelhkan pelraturan pelrpajakan dan m le lncelgah telrjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan.  

 Hal ini seljalan delngan pelnellitian yang dilakukan olelh (Widyana & 

Putra, 2020) m lelnyatakan bahwa sanksi pajak belrpelngaruh positif telrhadap 

kelpatuhan wajib pajak kelndaraan belrm lotor, Hal ini mlelngandung arti bahwa 

sanksi pajak m lelm liliki pelngaruh positif pada kelpatuhan wajib pajak. Pelnelrapan 

sanksi pajak se lbelnarnya belrtujuan untuk m lelnuntuk wajib pajak m lelm latuhi 

pelraturan dan m lelm lbayar kelwajiban pajak telpat pada waktunya. Sanksi ini 

ditelrapkan delngan harapan bahwa wajib pajak akan telrtib dalam l m lelm lbayar pajak. 

4.9.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Hipotelsis 3 mlelngasum lsikan jika kelsadaran wajib pajak belrpelngaruh 

positif signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak. Belrdasarkan hasil pelngujian 

m lelnunjukkan jika variabell “kelsadaran wajib pajak” belrpelngaruh telrhadap 

kelpatuhan wajib pajak yang belrarti hipotelsis ditelrim la. Dapat diartikan bahwa 

kelsadaran wajib pajak sudah m lam lpu m lelyakinkan wajib pajak untuk mlelm lelnuhi 

kelwajiban pe lrpajakannya di Sam lsat Selm larang 1. 
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Hal ini selsuai delngan telori atribusi yaitu dalam l studi ini mlelnyangkut 

kelsadaran wajib pajak selbagai faktor intelrnal sungguh m lelm lbelri dam lpak pada 

keltaatan itu selndiri. Kelsadaran wajib pajak bisa belrupa keladaan sadar akan 

pelntingnya fungsi pajak dalam l m lelm lbiayai dan m lelnunjang nelgara, selhingga 

m lelrelka akan m lellakukanya delngan tanpa paksaan. MLelningkatnya kelsadaran wajib 

pajak seliring delngan tingkat kelpatuhan wajib pajak. Selm lakin tinggi tingkat 

kelsadaran dari wajib pajak untuk m lelm lbayar kelwajibannya, m laka selm lakin tinggi 

pula tingkat kelpatuhan dari wajib pajak telrselbut, belgitupun selbaliknya. Te lntunya 

selm lakin sadar wajib pajak untuk m lelm lbayar kelwajiban pajaknya akan selcara 

otom latis mlelndorong tingkat kelpatuhan wajib pajak telrselbut 

 Hasil ini didukung olelh pelnellitian (Widyana & Putra, 2020) yang 

m lelnyatakan bahwa kelsadaran wajib pajak belrpelngaruh positif pada kelpatuhan 

wajib pajak. Kelsadaran wajib pajak dalam l m lelm lbayar pajak telpat waktu akan 

m lelm lpelngaruhi tinggi dan relndahnya kelpatuhan pajak. Kelsadaran adalah kondisi 

tahu, m lelm laham li keladaan dan m lelrasakan. 

4.9.4 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

 Hipotelsis 4 m lelngasum lsikan jika akuntabilitas pellayanan publik 

belrpelngaruh positif signifikan telrhadap kelpatuhan wajib pajak. Belrdasarkan hasil 

pelngujian m lelnunjukkan jika variabell “akuntabilitas pellayanan publik” 

belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak yang belrarti hipotelsis ditelrim la. 

Dapat diartikan bahwa akuntabilitas pellayanan publik sudah m lam lpu m lelyakinkan 

wajib pajak untuk m lelm lelnuhi kelwajiban pelrpajakannya di Sam lsat Selm larang 1. 
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 Hal ini selsuai delngan telori atribusi, akuntabilitas pellayanan publik 

m lelrupakan faktor elkste lrnal yang tim lbul dari luar wajib pajak, yang selcara tidak 

langsung dapat m lelm lpelngaruhi kelpatuhan wajib pajak dalam l m lelm lelnuhi kelwajiban 

pelrpajakannya. Delngan adanya sarana dan prasarana yang baik di kantor Sam lsat, 

selrta peltugas pajak yang sigap, m lelm lpunyai kelm lam lpuan, sopan santun, dan sikap 

am lanah dalam l m lelm lbantu, mlelm lbim lbing, m lelnyiapkan selgala kelpelrluan Wajib 

Pajak, diharapkan dapat m lelm lotivasi dan m lelningkatkan wajib pajak untuk patuh 

m lelm lbayar pajak. 

 Hasil ini seljalan delngan pelnellitian (MLeliryani elt al., 2022) yang 

m lelnyatakan akuntabilitas pellayanan publik belrpelngaruh positif dan signifikan 

telrhadap kelpatuhan wajib pajak ditelrim la. Arah positif hubungan akuntabilitas 

pellayanan publik delngan kelpatuhan wajib pajak m lelnunjukkan bahwa selm lakin 

baik akuntabilitas pellayanan publik m laka selm lakin tinggi pula tingkat kelpatuhan 

wajib pajak dalam l m le lm lbayar pajak kelndaraan belrm lotor 

4.9.5 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Hipotelsis 5 m lelnyatakan bahwa ke lwajiban m loral belrpelngaruh positif 

telrhadap kelpatuhan wajib pajak. Belrdasarkan hasil pelngujian, variabell kelwajiban 

m loral telrbukti tidak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak yang belrarti 

hipotelsis ditolak. MLelskipun kelwajiban m loral seltiap wajib pajak kelndaraan 

belrm lotor yang belropelrasi di Sam lsat selm larang 1 tinggi, nam lun tidak dapat 

m lelm lpelngaruhi tingkat kelpatuhan wajib pajak. 
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 Hal ini belrarti delngan baiknya kelwajiban m loral selselorang bellum l telntu 

hal telrselbut dapat m lelningkatkan kelpatuhan wajib pajak kelndaraan belrm lotor itu 

selndiri. Hal ini telrbukti dari banyaknya wajib pajak yang sudah sadar akan 

kelwajiban m loralnya selbagai wajib pajak kelndaraan belrm lotor teltapi m lelrelka teltap 

tidak m lellaksanakan kelwajiban telrselbut delngan selbagai m lana m le lstinya. 

 Hal ini dapat diselbabkan olelh faktor lain diluar m loralitas wajib pajak 

yang m lelm lpunyai pelngaruh lelbih kuat untuk m lelndorong wajib pajak dalam l 

m lelm lbayar kelndaraan belrm lotor m lelrelka selpelrti kelsadaran wajib pajak atau 

keladaan elkonom li wajib pajak telrselbut. Apabila m loralitas wajib pajak relndah 

m laka harus diim lbangi delngan kelsadaran akan tanggung jawab pajak yang tinggi 

selhingga wajib pajak akan telrgelrak untuk patuh dalam l m lelm lbayar pajak. Hal ini 

seljalan delngan pelnellitain (Juliantari elt al., 2021) yang m lelnyatakan bahwa 

kelwajiban m loral tidak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak kelndaraan 

belrm lotor. 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Pelnellitian ini dilakukan delngan tujuan m lelngeltahui pelngaruh 

pelm laham lan pe lraturan pelrpajakan, sanksi pajak, kelsadaran wajib pajak, 

akuntabilitas pelayanan public, dan kelwajiban m loral telrhadap ke lpatuhan wajib 
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pajak. Belrdasarkan hasil pelm lbahasan yang te llah dilakukan olelh pelnelliti, dapat 

disimlpulkan bahwa : 

1. Pelm laham lan Pelraturan Pelrpajakan tidak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib 

pajak. Dikarelnakan pelngeltahuan pelm laham lan pelrpajakan yang dibelrikan olelh 

pelm lelrintah baik m lellalui m leldia celtak, ellelktronik ataupun selcara langsung delngan 

sosialisasi bahkan m lellalui elvelnt kelgiatan pam lelran yang m lelngajak m lasyarakat 

untuk belrpartisipasi bellum l telntu m lam lpu m lelningkatkan pelm laham lan pelrpajakan. 

2. Sanksi pelrpajakan belrpelngaruh positif telrhadap kelpatuhan wajib pajak. 

Dikarelnakan pelne lrapan sanksi pelrpajakan untuk m lelnghukum l, selkaligus m lelndidik 

wajib pajak yang telrbukti m lellanggar pelraturan pelrpajakan yang belrlaku agar tidak 

lagi m lelrelm lelhkan pelraturan pelrpajakan dan m lelncelgah telrjadinya hal-hal yang 

tidak diinginkan 

3. Kelsadaran Wajib Pajak positif telrhadap kelpatuhan wajib pajak. 

Dikarelnakan M Lelningkatnya kelsadaran wajib pajak seliring delngan tingkat 

kelpatuhan wajib pajak. Selm lakin tinggi tingkat kelsadaran dari wajib pajak untuk 

m lelm lbayar kelwajibannya, m laka selm lakin tinggi pula tingkat kelpatuhan dari wajib 

pajak telrselbut, belgitupun selbaliknya. Telntunya selm lakin sadar wajib pajak untuk 

m lelm lbayar kelwajiban pajaknya akan se lcara otom latis m lelndorong tingkat 

kelpatuhan wajib pajak telrselbut 

4. Akuntabilitas Pellayanan Publik positif telrhadap kelpatuhan wajib pajak. Delngan 

adanya sarana dan prasarana yang baik di kantor Sam lsat, selrta peltugas pajak yang 

sigap, m lelm lpunyai kelm lam lpuan, sopan santun, dan sikap am lanah dalaml 
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m lelm lbantu, m lelm lbim lbing, m lelnyiapkan selgala kelpelrluan Wajib Pajak, diharapkan 

dapat m lelm lotivasi dan m lelningkatkan wajib pajak untuk patuh m lelm lbayar pajak. 

5. Kelwajiban MLoral tidak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak. 

Dikarelnakan dari banyaknya wajib pajak yang sudah sadar akan kelwajiban 

m loralnya selbagai wajib pajak kelndaraan belrm lotor teltapi m lelrelka teltap tidak 

m lellaksanakan kelwajiban telrselbut delngan selbagai m lana m lelstinya 

 5.2 Keterbatasan Peneletian 

Hasil pelnellitian dan kelsim lpulan yang dilakukan olelh pelnelliti m lelm lpunyai 

belbelrapa keltelrbatasan yang diduga bisa m lelm lpelngaruhi hasil dari pelnellitian. 

Adapun keltelrbatasan pelnellitian yaitu: 

1. Pada pelnellitian ini nilai Adjusteld R-Squarel m lelnunjukkan hasil selbelsar 0,361 

yang belrarti bahwa variabell indelpe lndeln yang telrdiri dari pelm laham lan pelraturan 

pelrpajakan, sanksi pajak, kelsadaran wajib pajak, akuntabilitas pellayanan publik, 

dan kelwajiban m loral m lelm lpelngaruhi variabell delpelndeln m lasih telrdapat selbelsar 

36,1%. Hal telrselbut m lelnunjukkan bahwa m lasih telrdapat 63,9% variabe ll 

indelpelndeln lain yang dapat m lelm lpelngaruhi kelpatuhan wajib pajak yang bellum l 

dtelliti pada pelnellitian ini 

2. Pelnellitian ini m leltodel pelngam lbilan data yang dilakuan belrbelntuk data prim lelr 

dan diselbarkan m lellalui kuelsionelr selcara langsung, nam lun dalam l pellaksanaanya 

m lasih ada re lspondeln yang bellum l paham l telrhadap isi dari kuelsionelr  
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5.3 Saran 

Dari hasil pelnellitian yang dilakukan, telrdapat saran yang bisa dijadikan elvaluasi 

bagi pelnellitian sellanjutnya supaya m lelnjadi lelbih baik lagi , selpelrti belrikut: 

1. Pelnelliti sellanjutnya diharapkan dapat m lelnyaring relspondeln belrdasarkan 

pelndapatan pelr tahun agar dalam l pelnyelbaran kuelsionelr pelne llitian telpat sasaran.  

2. Diharapkan bagi pelnelliti sellanjutnya bisa mlelnggunakan m leltodel pelngum lpulan 

data delngan m lellakukan wawancara selhingga inform lasi yang dipelrolelh lelbih 

dalam l dan deltail supaya hasil data yang didapatkan lelbih valid.  

3. Pelnellitian sellanjutnya diharapkan bisa m lelnam lbahkan variabell yang lain selpelrti 

pelngeltahuan pajak, pellayanan fiskus, dll. 
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